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ABSTRAK

Nur Maya Peran pemerintah daerah dalam Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang dari
Dampak E-commerce (dibimbing oleh Dirga Achmad)

Penelitian ini membahas dampak e-commerce terhadap aktivitas perdagangan
di Pasar Sentral Pinrang serta peran Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menangani
dampak tersebut. Permasalahan penelitian difokuskan pada dampak e-commerce
terhadap aktivitas perdagangan dan keberlangsungan usaha pedagang, peran dan
efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang sebagai wujud pelaksanaan
otonomi daerah, serta analisis konsep Al-Hisbah terhadap peran pemerintah daerah
dalam menangani dampak e-commerce.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan
yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan
dan pedagang Pasar Sentral Pinrang, observasi lapangan, serta dokumentasi. Data
dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Peran pemerintah daerah masih lebih dominan pada aspek Hasil penelitian
menunjukkan bahwa, pertama, perkembangan e-commerce dirasakan pedagang dalam
bentuk penurunan penjualan, berkurangnya jumlah pembeli yang datang langsung,
sepinya pasar pada hari-hari biasa, melemahnya daya saing pedagang, serta
perubahan pola konsumsi masyarakat dari transaksi langsung menuju transaksi
digital. Kedua, Pemerintah Kabupaten Pinrang memiliki dasar kewenangan dalam
pengelolaan Pasar Sentral Pinrang berdasarkan peraturan perundang-undangan di
bidang pemerintahan daerah, perdagangan, pengelolaan sarana perdagangan, serta
pajak daerah dan retribusi daerah. Peran pemerintah telah diwujudkan melalui
pembangunan sarana pasar, penataan los, pemberian surat keterangan tempat
berdagang, pemungutan retribusi, pengelolaan kebersihan, sosialisasi, dan
pengawasan. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih
berfokus pada aspek fisik dan administratif, sedangkan bantuan, pelatihan digital,
pendampingan, pelibatan pedagang, serta program khusus untuk menangani dampak
e-commerce belum dirasakan secara optimal. Ketiga, berdasarkan konsep Al-Hisbah,
pengelolaan Pasar Sentral Pinrang telah mencerminkan sebagian nilai ketertiban,
amanah, dan pengawasan. Akan tetapi, nilai perlindungan ekonomi, pemberdayaan
pedagang, keadilan, dan kemaslahatan belum diwujudkan secara menyeluruh. Oleh
karena itu, Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu mengembangkan kebijakan
pengelolaan pasar yang lebih adaptif, partisipatif, berkeadilan, dan berorientasi pada
peningkatan kemampuan digital pedagang.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Pasar Sentral Pinrang, E-commerce, Otonomi

Daerah, Al-Hisbah.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan era digital saat ini menjadi salah satu hal yang paling
krucial saat ini. Hampir sebagian besar kegiatan masyarakat berhubungan
langsung dengan teknologi. Perkembangan digitalisasi telah melahirkan sistem
transaksi berbasis internet yang dikenal sebagai penjualan online (e-commerce).
Munculnya berbagai platform digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Tiktok
Shop, Bukalapak, dan berbagai platform lainnya telah membawa perubahan
signifikan dalam pola konsumsi masyarakat, dari cara berbelanja tradisional
menuju sistem yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Saat ini, masyarakat dapat
memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus mengunjungi pasar secara langsung,
melainkan cukup memanfaatkan telepon genggam dengan beragam pilihan harga
serta metode pembayaran yang tersedia.'

Fenomena tersebut memberikan sejumlah dampak positif, antara lain
kemudahan dalam mengakses produk, penghematan waktu, terbukanya peluang
pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha, serta kontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi berbasis digital. Akan tetapi, di balik manfaat tersebut, sistem penjualan
online juga menghadirkan tantangan yang cukup besar bagi pelaku usaha
konvensional, terutama pedagang di pasar tradisional. Ketimpangan persaingan
harga, pergeseran selera dan pola belanja konsumen, serta keterbatasan
kemampuan dalam beradaptasi dengan teknologi menjadi faktor-faktor yang
berpotensi melemahkan keberadaan dan keberlangsungan pasar tradisional.?

Pasar tradisional memegang posisi yang strategis dalam tatanan
perekonomian daerah. Tidak hanya berfungsi sebagai pusat perbelanjaan

kebutuhan pokok, pasar juga menjadi wadah interaksi sosial sekaligus sumber

! Muhamad Danuri, ,,Perkembangan Dan Transformasi", 2019, 116-23.
2 Maritfa Nika Andriani A Mohammad Mukti Ali, , Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota
Surakarta", Teknik Pwk 2, C. 2 (1989): 253, Https://Doi.Org/10.1016/0306-9877(89)90062-5.



penghidupan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Di Kabupaten Pinrang, Pasar
Sentral Pinrang merupakan salah satu tempat utama aktivitas ekonomi
masyarakat. Eksistensinya bukan sekadar sebagai lokasi transaksi jual beli, tetapi
juga sebagai representasi dinamika ekonomi lokal yang melibatkan berbagai
elemen, mulai dari pedagang kecil, petani, nelayan, hingga distributor setempat.

Akan tetapi, meningkatnya penggunaan sistem penjualan online di tengah
masyarakat memberikan tekanan tersendiri terhadap aktivitas di Pasar Sentral
Pinrang. Penurunan jumlah pembeli yang datang langsung ke pasar, kompetisi
harga dengan toko Online yang menawarkan potongan harga besar, serta
perubahan gaya hidup generasi muda yang cenderung memilih belanja digital
menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi. Berdasarkan Survei awal yang
dilakukan oleh peneliti, salah satu hal yang mempengaruhi pergeseran pola
konsumsi generasi muda adalah lokasi pasar Sentral Pinrang yang kurang terawatt
menurunkan minat generasi muda untuk berbelanja secara langsung di Pasar
sentral Pinrang. Apabila situasi ini tidak ditangani secara tepat, maka keberadaan
pasar tradisional sebagai pilar ekonomi kerakyatan berpotensi mengalami
kemunduran yang signifikan.®

Data menunjukkan bahwa keberadaan pasar tradisional di Indonesia
mengalami penurunan yang cukup signifikan seiring dengan pesatnya
perkembangan pasar modern. Pada tahun 2007 tercatat sekitar 13.450 pasar
tradisional yang menjadi tempat usaha bagi kurang lebih 12,6 juta pedagang kecil.
Namun, jumlah tersebut terus berkurang dengan tingkat penyusutan sekitar 8%
setiap tahun, sementara pasar modern justru mengalami pertumbuhan mencapai
31,4%. Akibatnya, pada tahun 2011 jumlah pasar tradisional yang masih
beroperasi diperkirakan hanya sekitar 9.950 unit. Kondisi ini menimbulkan

kekhawatiran karena apabila tren tersebut terus berlanjut tanpa adanya upaya

3 A A G Agung Artha Kusuma, Ni Nyoman, A Ayu Diantini, ,,Analisa Potensi Bersaing Pasar
Tradisional Terhadap Pasar Modern Di KOta Denpasar Dan Kabupaten Bandung", Analisa Potensi
Bersaing Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern Di Kota Denpasar Dan Kabupaten Badung 11
(2011): 859-68.



perlindungan dan pembinaan yang memadai, maka banyak pedagang kecil
berpotensi kehilangan sumber penghidupan mereka dan keberadaan pasar
tradisional dapat semakin terpinggirkan.

Pertumbuhan pasar modern yang begitu pesat tidak terlepas dari sistem
pengelolaan yang lebih profesional, fasilitas yang lebih lengkap, serta
kenyamanan yang ditawarkan kepada konsumen. Sebaliknya, pasar tradisional
masih dihadapkan pada berbagai permasalahan mendasar, seperti manajemen
pengelolaan yang belum optimal, kondisi lingkungan pasar yang kurang tertata,
serta fasilitas yang belum memadai. Selain itu, sebagian besar produk yang
diperjualbelikan di pasar tradisional juga tersedia di pasar modern, khususnya
pusat perbelanjaan berskala besar seperti hypermarket. Situasi ini menyebabkan
pasar tradisional menghadapi persaingan yang semakin ketat dan membutuhkan
dukungan kebijakan yang lebih efektif agar tetap mampu bertahan dan
menjalankan fungsinya sebagai pusat ekonomi masyarakat kecil.*

Meskipun pasar tradisional masih menjadi salah satu tujuan utama
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, pengalaman berbelanja di
tempat tersebut sering kali dihadapkan pada berbagai kendala. Kondisi fisik pasar
yang kurang memadai, seperti lorong yang sempit, pencahayaan yang terbatas,
lingkungan yang kurang bersih, serta area yang becek ketika musim hujan, dapat
mengurangi kenyamanan pengunjung. Keadaan ini menjadi salah satu faktor yang
memengaruhi minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional
dibandingkan dengan tempat perbelanjaan yang menawarkan fasilitas yang lebih
baik.

Di sisi lain, upaya perbaikan dan revitalisasi pasar tradisional bukanlah
hal yang mudah untuk dilakukan. Program pembangunan dan penataan pasar
membutuhkan anggaran yang besar serta perencanaan yang matang. Dalam

beberapa kasus, revitalisasi pasar juga menimbulkan permasalahan baru bagi

4 Virna Museliza and Yessi Nesneri, “PENGELOLAAN PASAR RAKYAT , PUSAT
PERBELANJAAN ,” no. 09 (2014): 9-16.



pedagang lama karena adanya peningkatan biaya retribusi atau sewa tempat usaha
setelah pasar diperbaiki. Akibatnya, tidak semua pedagang mampu menyesuaikan
diri dengan perubahan tersebut. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, sebagian
pedagang justru menghadapi kesulitan ekonomi bahkan berpotensi kehilangan
tempat usahanya karena tidak sanggup memenuhi beban biaya yang lebih tinggi.

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki otoritas
penting dalam mengatur dan mengelola sektor perdagangan di wilayahnya.
Melalui prinsip desentralisasi, pemerintah daerah berkewajiban menjaga stabilitas
ekonomi lokal, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil, serta
merumuskan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Secara
Yuridis, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyusun dan menetapkan
peraturan daerah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
mengatur kewenangan daerah dalam bidang perekonomian dan perdagangan.®

Implementasi peran tersebut dapat dilakukan melalui berbagai langkah,
seperti pembenahan dan revitalisasi sarana prasarana pasar, peningkatan
kenyamanan dan kebersihan lingkungan pasar, pemberian pelatihan literasi digital
kepada pedagang, penerapan sistem pembayaran non-tunai, hingga
pengembangan konsep pasar hibrid yang memadukan sistem offline dan online.
Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menetapkan regulasi yang berkeadilan
terkait distribusi barang dan pengawasan harga guna menciptakan iklim
persaingan usaha yang sehat antara pedagang konvensional dan pelaku usaha
daring.®

Berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan
dan Permendag No. 21 tahun 2021 tentang pedoman dan pembinaan pengelolaan

sarana perdaganagan telah memberikan standarisasi terkait penyelenggaraan pasar

5, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah", B.R.

6 Abd Rohman, ,Revitalisasi Pasar Rakyat Sebagai Upaya Menjaga Eksistensi Pasar
Tradisional Revitalization Of People > S Markets As An Effort To Keep The Existence Of Traditional
Markets", Anterior 22, C. 2 (2023): 71.



rakyat yang sesuai. Namun pada Faktanya pasar sentral sendiri masih jauh dari
standarisasi yang telah ditetapkan

Berdasarkan hal tersebut maka, maka penelitian ini bermaksud mengkaji
dan menganalisa terkait Upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk

tetap menjaga Eksistensi Pasar sentral Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak e-commerce terhadap aktivitas perdagangan dan
keberlangsungan usaha pedagang di Pasar Sentral Pinrang?

2. Bagaimana peran dan efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang
dalam menangani dampak e-commerce terhadap Pasar Sentral Pinrang
sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah?

3. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menangani dampak
e-commerce terhadap Pasar Sentral Pinrang ditinjau berdasarkan konsep A!/-

Hisbah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menangani dampak
e-commerce terhadap Pasar Sentral Pinrang ditinjau berdasarkan konsep A/-
Hisbah?

2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran serta efektivitas kebijakan
Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menangani dampak e-commerce
terhadap Pasar Sentral Pinrang sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Pinrang
dalam menangani dampak e-commerce terhadap Pasar Sentral Pinrang

berdasarkan konsep Al-Hisbah.



D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, mencakup dua hal yaitu kegunaan

teoritis dan kegunaan praktis yang dapat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah
Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten
Pinrang dalam melakukan upaya pemberdayaan pasar sentral Pinrang. Hasil
penelitian diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan
kebijakan yang lebih adaptif.

2. Bagi Akademisi
Penelitian ini dapat menjadi rujukan atau bahan perbandingan bagi penelitian
selanjutnya yang membahas perlindungan pasar tradisional, kebijakan daerah,
maupun dampak perdagangan digital dalam perspektif hukum dan
pemerintahan daerah.

3. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat
mengenai pentingnya keberadaan pasar tradisional sebagai bagian dari
ekonomi lokal serta pentingnya kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga
keseimbangan  antara  perdagangan  konvensional dan  digital.



BABII
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh

gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah

dilakukan peneliti yang sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian

kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan oleh penulis, terdapat

beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis diantaranya

sebagai berikut:

1.

Skripsi yang ditulis oleh Feby Afri Yulindra pada tahun 2025, dengan judul
“Realitas Pedagang Pasar Tradisiomal: Mempertahankan Eksistensi di Tengah
Gempuran E-commerce”.” Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sama sama membahas terkait
bagaimana mempertahankan eksistensi pasar tradisional ditengah perkembangan
digitalisasi Ekonomi. Adapun perbedaannya yakni terletak pada kajian
penelitiannya, peneliti mengkaji terkait dengan Peraturan Derah Kabupaten
Pinrang, sementara penelitian terhadulu mengkaji dari aspek sosialnya.

Skripsi yang ditulis oleh Christian Anoraga pada tahun 2016, dengan judul “Peran
dinas Industri Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menegah dalam
mempertahankan Eksistensi Pasar tradisional Songgolangit Panorogo”.® Adapun
persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh

peneliti yakni, sama sama membahas terkait strategi mempertahakan eksistensi

" Feby Afri Yulindra, ,Realitas Sosial Pedagang Pasar Tradisional : Mempertahankan

Eksistensi Di Tengan Gempuran E-commerce" (2025).

8 Christian Anogara, ,Peran Dinas Industri Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil

Menengah Dalam Mempertahankan Eksistensi Pasar Tradisional Songgolangit Panorogo" (2016).



Pasar Tradisional. Adapun perbedaannya yakni terletak pada Lokasi
penelitiannya.

3. Jurnal yang ditulis oleh Rifqa Bila pada tahun 2025, dengan judul “Anlisis
Pengaruh E-commerce terhadap Keberlanjutan Pasar Tradisional di Kota
Tangerang”.® Adapun persamaannya yakni sama sama membahas terkait dengan
pengaruh E-commerce terhadap eksistensi pasar tradisional. Adapun perbedaanya
yakni, penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada satu Pasar Tradisional
yakni pasar Sentral Pinrang, sementara penelitian terdahulu cakupannya lebih

meluas.
B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Otonomi Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan perintah konstitusional yang
bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di wilayahnya berdasarkan prinsip
otonomi serta pelaksanaan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Tujuan pemberian otonomi daerah agar pemerintah daerah
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, melalui pemberian
otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu memperkuat daya saingnya dengan
tetap berpedoman pada prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan. Otonomi
tersebut juga harus memperhatikan aspek keistimewaan dan kekhususan daerah, serta
mengoptimalkan potensi dan keberagaman yang dimiliki dalam kerangka sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.°

° Rifga Bila, ,,Analisis Pengaruh E-commerce Terhadap Keberlanjutan Pasar Tradisional Kota
Tangerang", 2025.

10 Despan Heryansyah, ,,Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi
Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Gubernur Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasca
Reformasi)", Nature Methods (2016),
Http://Www.Ncbi.NIm.Nih.Gov/Pubmed/26849997%0ahttp://Doi.Wiley.Com/10.1111/Jne.12374.



Konsep otonomi daerah pada dasarnya memiliki kemiripan dengan sistem
yang dianut dalam negara federal, di mana kewenangan asli atau kekuasaan sisa
(residual power) berada pada negara bagian atau daerah. Sementara itu, dalam sistem
negara kesatuan (unitary state),*' kekuasaan asli atau residual power secara prinsip
berada di tangan pemerintah pusat. Dengan demikian, dalam negara kesatuan terjadi
pelimpahan atau penyerahan sebagian kewenangan dari pusat kepada daerah,
meskipun secara ideal seluruh kebijakan tetap berada dalam kendali pemerintah
pusat.

Secara etimologis, istilah “otonomi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu
autonomi, yang terdiri dari kata autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti
aturan atau hukum. Secara harfiah, otonomi dimaknai sebagai mengatur atau
membuat aturan sendiri. Dalam perkembangannya, istilah ini kemudian dipahami
sebagai “pemerintahan sendiri,” yakni kewenangan bagi suatu daerah untuk mengatur
dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.?

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.’® Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah
yang efisien dan efektif, pemerintah daerah harus memperhatikan hubungan antar
tingkatan pemerintahan maupun antar pemerintah daerah itu sendiri, dengan tetap
mempertimbangkan potensi serta keragaman karakteristik masing-masing daerah.

Pengaturan mengenai pembagian kewenangan harus menghormati kekhususan

dan keanekaragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11 Didik Sukriono, Hukum, Konstitusi Dan Konsep Otonomi Kajian Politik Hukum Tentang
Konstitusi, Otonomi Daerah Dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi (Malang: Setara Pres, 2013).

12 Adissya Mega Christia A Budi Ispriyarso, ,,Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di
Indonesia", Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum 15, C. 1 (2019): 149-63,
Https://Do0i.Org/10.14710/Lr.V15i1.23360.

13 | Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah".
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Selain itu, hubungan dalam aspek keuangan daerah, pelayanan publik, serta
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya perlu dilaksanakan secara
adil, proporsional, dan harmonis. Pemerintah daerah juga dituntut responsif terhadap
peluang dan tantangan global dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Untuk mendukung pelaksanaan peran tersebut, daerah diberikan
kewenangan yang luas, disertai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi
sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional yang terpadu.'*

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadi salah satu agenda strategis
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui otonomi, pemerintah
daerah memiliki ruang untuk mengembangkan wilayahnya sesuai dengan potensi,
karakteristik, dan kebutuhan masing-masing daerah. Kebijakan otonomi daerah
secara formal mulai diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah.’® Namun, seiring dengan dinamika ketatanegaraan dan
tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, regulasi tersebut
dinilai tidak lagi relevan sehingga kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perkembangannya, Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengalami beberapa perubahan guna
menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, salah satunya melalui Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua atas undang-undang tersebut. Dan
saat ini yang masih berlaku berlandaskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Terdapat beberapa prinsip utama dalam Undang-Undang tentang otonomi
daerah yang penting untuk dipahami yakni:

1. Asas desentralisasi, Asas desentralisasi adalah prinsip penyelenggaraan
pemerintahan yang memberikan penyerahan kewenangan dari pemerintah

pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

'* Daerah Dan A Keuangan Daerah, ,,Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan
Pemerintah-Pemerintah" 8, C. 1 (2014): 69-79.
15 Mohamad Guntoro A Kata Kunci, ,,Desentralisasi Dan Otonomi Daerah", B.R., 1-9.
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pemerintahan tertentu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi bertujuan
untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan
pelayanan publik, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui pemberdayaan dan peran aktif daerah. Dalam asas ini, daerah
memiliki kewenangan membuat kebijakan dan peraturan daerah sesuai dengan
kebutuhan dan potensi lokal, namun tetap berada dalam sistem hukum
nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi. Dengan demikian, desentralisasi mencerminkan adanya
keseimbangan antara kemandirian daerah dalam mengatur rumah tangganya
sendiri dan tetap terjaganya kesatuan sistem pemerintahan dalam negara
kesatuan.®
2. Asas dekonsentrasi, Asas dekonsentrasi merupakan salah satu asas dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selain desentralisasi dan tugas
pembantuan. Secara normatif, pengertian dekonsentrasi dapat ditemukan
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa
dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Berbeda dengan
desentralisasi yang menyerahkan kewenangan kepada daerah otonom untuk
diatur dan diurus sendiri, dekonsentrasi tetap menempatkan kewenangan
tersebut sebagai kewenangan pusat, hanya pelaksanaannya yang dilimpahkan
ke pejabat di daerah.’
Secara teoritis, dekonsentrasi bertujuan untuk meningkatkan

efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mendekatkan

16 Kardin M Simanjuntak, ,Pemerintahan Di Indonesia Policy Implementation

Decentralization Government In Indonesia", C. 23 (2015): 111-30.

1" Dian Berliansyah Putra A Firsianty Wahyuhening, ,,Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas
Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia", Indonesia Sosial Sains 3, C. 1
(2022).
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pelaksanaan tugas pemerintahan pusat kepada masyarakat tanpa mengubah
struktur kewenangan. Gubernur dalam hal ini bertindak sebagai representasi
pemerintah pusat di daerah, bukan sebagai kepala daerah otonom semata.
Selain itu, instansi vertikal seperti kantor wilayah kementerian juga
menjalankan fungsi dekonsentrasi sesuai dengan bidang tugasnya. Melalui
asas ini, koordinasi antara pusat dan daerah tetap terjaga, kebijakan nasional
dapat dilaksanakan secara seragam, dan integrasi dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia tetap terpelihara.

yakni pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah
tertentu.

. Tugas pembantuan, Tugas pembantuan merupakan salah satu asas dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah selain asas desentralisasi dan
dekonsentrasi. Secara normatif, pengertian tugas pembantuan dapat ditemukan
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa
tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah
otonom dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota
dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu. Dengan demikian, tugas pembantuan bukanlah
penyerahan kewenangan secara penuh seperti dalam desentralisasi, melainkan
pelimpahan tugas untuk dilaksanakan oleh daerah dengan tetap berada dalam
kerangka tanggung jawab pemberi tugas.

Secara konseptual, tugas pembantuan menunjukkan adanya hubungan
koordinatif dan fungsional antara tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dan
yang lebih rendah. Pemerintah pusat atau pemerintah provinsi tetap
memegang tanggung jawab akhir atas kebijakan yang ditugaskan, sedangkan
daerah bertindak sebagai pelaksana di lapangan. Dalam pelaksanaannya, tugas
pembantuan biasanya disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta

sumber daya manusia yang memadai agar tugas tersebut dapat dijalankan
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secara efektif. Hal ini penting untuk menjamin bahwa penugasan tidak
membebani daerah tanpa dukungan yang proporsional.

4. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
merupakan suatu sistem pembagian sumber-sumber keuangan negara yang
dirancang untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi secara efektif. Secara
normatif, pengaturan mengenai hubungan keuangan tersebut diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa hubungan
keuangan antara pusat dan daerah harus dilaksanakan secara adil,
proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip
tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kewenangan yang
dimiliki daerah dengan kemampuan pendanaan yang tersedia, sehingga daerah
dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik secara
optimal tanpa mengabaikan stabilitas fiskal nasional.

Sistem perimbangan keuangan ini mempertimbangkan potensi dan
karakteristik masing-masing daerah, termasuk kondisi geografis, jumlah
penduduk, tingkat kebutuhan pelayanan publik, serta kemampuan pendapatan
asli daerah. Selain itu, mekanisme pendanaan juga mencakup pembiayaan
untuk pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sehingga daerah
yang menerima penugasan dari pemerintah pusat tetap memperoleh dukungan
anggaran yang memadai. Dengan demikian, perimbangan keuangan tidak
hanya menjadi instrumen distribusi fiskal, tetapi juga sarana untuk menjamin
keadilan antar daerah serta memastikan keberlanjutan pelaksanaan otonomi
daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.*®

Dengan merujuk pada esensi dasar konsep otonomi daerah, pemberian
kewenangan kepada daerah pada hakikatnya bertujuan mencakup empat dimensi

utama yakni:

18 Hari Suriadi, ,,Sejarah Perkembangan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Indonesia" 2,
C.2 (B.R.): 193-210.



14

1. Dari perspektif politik, otonomi daerah dimaksudkan untuk membuka ruang
partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, baik demi kepentingan
daerahnya sendiri maupun dalam mendukung kebijakan nasional sebagai bagian
dari proses demokrasi di tingkat lokal.®

2. Dari sudut manajemen pemerintahan, otonomi bertujuan meningkatkan efektivitas
dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penyediaan
pelayanan publik. Dengan kewenangan yang lebih luas, daerah dapat memperluas
dan menyesuaikan jenis layanan sesuai kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.

3. Dalam aspek sosial kemasyarakatan, otonomi diharapkan mampu mendorong
partisipasi aktif serta kemandirian masyarakat. Dengan demikian, masyarakat
tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah, melainkan memiliki daya saing
dan kemampuan berkembang secara mandiri.

4. Dari sisi pembangunan ekonomi, otonomi daerah bertujuan memperlancar
pelaksanaan program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat
secara berkelanjutan. Pada akhirnya, inti dari pelaksanaan otonomi daerah terletak
pada adanya keleluasaan (discretionary power) bagi pemerintah daerah untuk
mengatur dan mengelola urusannya sendiri berdasarkan inisiatif, kreativitas, serta
keterlibatan aktif masyarakat dalam memajukan daerahnya. Pemberian otonomi
tidak sekadar mewujudkan demokrasi di tingkat lokal, tetapi juga mendorong
kemampuan daerah untuk bertindak dan menentukan langkah strategis yang
dianggap paling sesuai bagi kepentingannya sendiri.?°

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, otonomi daerah merupakan
konsekuensi dari prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai
dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kerangka tersebut, urusan

perdagangan termasuk dalam kategori urusan pemerintahan konkuren yang sebagian

19 Nancy Sofiani, ,,Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Maksimal Melalui Desentralisasi
Dan Otonomi Daerah" 2, C. 2 (B.R.): 232—46.

20 Selvi Rahmawati, ,,Desentralisasi Dan Otonomi Daerah : Tantangan Dan Peluang Dalam
Era Reformasi" 4, C. 2 (B.R.): 121-41.
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kewenangannya diserahkan kepada daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten
Pinrang memiliki legitimasi hukum untuk menyusun kebijakan, melakukan
pengaturan, serta mengambil langkah strategis dalam pengelolaan dan perlindungan
pasar tradisional sebagai bagian dari ekonomi lokal.

Keberadaan Pasar Sentral Pinrang sebagai pusat aktivitas perdagangan rakyat
di Kabupaten Pinrang merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan urusan
perdagangan di tingkat daerah. Perkembangan sistem penjualan online yang semakin
masif telah menimbulkan perubahan pola konsumsi masyarakat dan berdampak pada
menurunnya aktivitas transaksi di pasar tradisional. Dalam konteks inilah teori
otonomi daerah relevan digunakan untuk menganalisis sejauh mana pemerintah
daerah memanfaatkan kewenangan otonomnya untuk merespons dinamika tersebut.?!

Melalui perspektif otonomi daerah, penelitian ini akan menilai apakah
Pemerintah Kabupaten Pinrang telah menjalankan fungsi regulasi, fasilitasi, dan
pemberdayaan secara optimal, misalnya melalui pembentukan peraturan daerah,
revitalisasi sarana dan prasarana pasar, peningkatan kualitas pelayanan, serta
kebijakan adaptif terhadap transformasi digital. Jika kewenangan yang dimiliki tidak
dimanfaatkan secara maksimal, maka hal tersebut dapat menunjukkan belum

efektifnya implementasi prinsip otonomi daerah dalam sektor perdagangan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Hukum sebagai salah satu sarana yang digunakan manusia untuk mencapai tujuan
dan cita-cita bersama harus selaras dengan kebutuhan serta perkembangan kehidupan
masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari hasil
pemikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Sebagai produk dari cipta, rasa, dan
karsa manusia, hukum yang dibentuk oleh suatu pihak perlu dipahami serta
disosialisasikan kepada pihak lain agar dapat diterapkan secara efektif dalam

kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pembentukan hukum, pihak yang secara

2L M Arifin, ,,Revitalisasi Pasar Rakyat Dalam Upaya Peningkatan Sosial Ekonomi Pedagang
Dan Eksistensi Pasar Di Pasar Mandalika Kota Mataram", Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan,
Keilmuan Dan Teknologi 20, C. 2 (2021): 256-75.
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formal memperoleh legitimasi dan kewenangan untuk menetapkannya adalah
negara.’> Negara sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat memiliki fungsi
untuk menjamin ketertiban, menegakkan hak-hak warga, serta memberikan
perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.

Kewenangan negara dalam membentuk hukum pada dasarnya lahir dari adanya
penyerahan sebagian hak masyarakat kepada negara. Penyerahan kewenangan
tersebut merupakan bentuk kepercayaan masyarakat agar negara dapat mengatur
kehidupan bersama melalui perangkat hukum yang berlaku.?® Dengan adanya
kepercayaan tersebut, negara memperoleh legitimasi yang sah untuk membuat dan
menetapkan aturan hukum. Meskipun demikian, kewenangan negara dalam
pembentukan hukum tidak dapat diartikan bahwa negara bebas atau bertindak
sewenang-wenang dalam membuat peraturan, melainkan tetap harus memperhatikan
kepentingan masyarakat, prinsip keadilan, serta tujuan hukum itu sendiri.

Hukum memiliki fungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang dimanfaatkan
untuk mengarahkan perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat agar selaras
dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum. Dalam realitas
kehidupan sosial saat ini, masih banyak ditemukan berbagai bentuk pelanggaran dan
tindak kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, salah satunya adalah
pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah yang kerap dilakukan oleh
pengguna jalan. Meskipun terdapat kajian hukum yang menelaah hubungan antara
hukum dan masyarakat sebagai bagian dari disiplin ilmu hukum, kajian tersebut
tidak secara langsung disebut sebagai sosiologi hukum, melainkan lebih dikenal
dengan istilah Sosiological Jurisprudence, yaitu pendekatan yang mempelajari

hukum dalam kaitannya dengan kondisi sosial masyarakat.?*

22 Mahendra A., “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan,” Artikel Hukum Tata Negara,
2021.

2 Vincent Suriadinata, “Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian
Pembentukan Omnibuslaw,” Refleksi Hukum:Jurnal llmu Hukum 4, no. 1 (2019).

24 Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” Tarbiyah Bil
Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains 6, no. 1 (2022).
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Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto,?®
efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu kelompok dalam mencapai
tujuannya. Hukum dianggap efektif apabila memberikan dampak positif, yaitu ketika
hukum berhasil mencapai tujuannya dalam membimbing atau mengubah perilaku

manusia agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku.?®

Setidaknya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum

dalam suatu negara, yakni:

1. Legal Substunce atau Substansi Hukum (Peraturan Perundang-undangan)
Substansi hukum berkaitan dengan isi, materi, serta rumusan norma yang terdapat
dalam suatu peraturan perundang-undangan. Suatu aturan hukum dapat berjalan
secara efektif apabila disusun dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan tidak
menimbulkan multitafsir sehingga mudah dipahami oleh masyarakat maupun
aparat penegak hukum.?’

Selain itu, substansi hukum juga harus selaras dengan peraturan lain yang
memiliki kedudukan setara maupun yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan
perundang-undangan, agar tidak menimbulkan konflik norma yang dapat
menghambat pelaksanaannya. Peraturan yang baik juga harus mempertimbangkan
kebutuhan, kondisi sosial, serta perkembangan masyarakat sehingga aturan
tersebut benar-benar mampu menjawab permasalahan yang ada. Apabila substansi
hukum dirumuskan secara tidak jelas, terlalu rumit, atau tidak sesuai dengan
realitas sosial yang berkembang, maka penerapannya akan sulit dilaksanakan
secara optimal dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan

hukum. Oleh karena itu, kualitas substansi hukum menjadi salah satu faktor

% Lalu M. Alwin Ahadi, “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi
Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum,” Jurnal Usm Law Review 5, no. 1 (2022):
110, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965.

%6 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pres, 2012).

27 Syafaat Anugrah Pradana, Rusdianto Sudirman, and Muh. Andri Alvian, “Kemelitan
Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat,” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 20,
no. 1 (2022): 156-68, https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2811.
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penting yang menentukan keberhasilan suatu peraturan dalam mengatur dan

mengarahkan perilaku masyarakat.

2. Legal Structure atau Aparat Penegak Hukum, Aparat penegak hukum
merupakan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk
menegakkan serta menjalankan ketentuan hukum dalam praktik kehidupan
masyarakat. Aparat tersebut meliputi lembaga dan individu seperti polisi, jaksa,
hakim, advokat, serta berbagai institusi lain yang terlibat dalam proses
penegakan hukum.?® Peran aparat penegak hukum sangat penting karena mereka
bertugas melakukan berbagai tahapan dalam proses hukum, mulai dari
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dan pemutusan
perkara di pengadilan. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat
dipengaruhi oleh profesionalitas, integritas, serta kompetensi yang dimiliki oleh
aparat tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.?

Selain itu, sikap objektif, kejujuran, dan konsistensi dalam menerapkan
hukum juga menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas penegakan
hukum. Aparat penegak hukum dituntut untuk bekerja secara transparan, tidak
memihak, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap proses
penanganan perkara. Apabila aparat penegak hukum mampu menjalankan
tugasnya dengan baik, maka hukum dapat ditegakkan secara efektif dan
kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan meningkat. Sebaliknya,
apabila aparat penegak hukum tidak menjalankan tugasnya secara profesional
atau menyalahgunakan kewenangannya, maka proses penegakan hukum akan
terhambat dan tujuan hukum untuk menciptakan keadilan serta ketertiban dalam

masyarakat menjadi sulit tercapai. >

28 Mangaratua Samosir et al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efetivitas Penegakan
Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat,” Jurnal Pendidikan Dan Konseling 5, no. 2 (2023): 1933-37.

29 Fikri F, “Sosiologi Penegakan Hukum Dalam Kejahatan Geng Motor,” DIKTUM: Jurnal
Syariah Dan Hukum 10, no. 2 (2012).

% Fadila Hilma Mawaddah a Abdul Haris, ,Implementasi Layanan Peradilan Bagi
Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto", Sakina : Journal of
Family Studies 6, ¢. 2 (2022): 1-16.
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Faktor hukumnya sendiri yakni Keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan merupakan tiga unsur pokok dalam hukum. Akan tetapi, dalam
praktik penerapannya sering muncul pertentangan antara kepastian hukum dan
keadilan. Kepastian hukum cenderung bersifat pasti, jelas, dan konkret karena
berlandaskan pada aturan yang tertulis, sedangkan keadilan lebih bersifat ideal
dan normatif. Oleh karena itu, dalam beberapa keadaan nilai keadilan tidak selalu
tercapai apabila hakim hanya berpegang secara kaku pada ketentuan undang-
undang ketika memutus suatu perkara.3!

Oleh sebab itu, keadilan sering ditempatkan sebagai pertimbangan utama
dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum. Penerapan hukum tidak semata-
mata bertumpu pada aturan tertulis, tetapi juga perlu memperhatikan
perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Mengingat
keadilan berkaitan dengan pengalaman dan penilaian subjektif setiap individu,
maka konsep keadilan senantiasa menjadi hal yang terbuka untuk didiskusikan
dan diperdebatkan.®?

3. Legal Culture atau Budaya Masyarakat Efektivitas hukum juga sangat
dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan
yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan sejauh mana
masyarakat memahami, menghargai, dan bersedia menaati peraturan yang
telah ditetapkan. Masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman hukum yang
baik umumnya akan lebih mudah menerima keberadaan aturan serta
menjadikannya sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari. Hal ini

menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan hukum tidak hanya bergantung

31 Fadila Hilma Mawaddah a Abdul Haris, ,Implementasi Layanan Peradilan Bagi
Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto", Sakina : Journal of
Family Studies 6, ¢. 2 (2022): 1-16.

32 Djaenab, “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat,” Jurnal Pendidikan
Dan Studi Islam 4, no. 2 (2018): 4.
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pada keberadaan peraturan dan aparat penegak hukum, tetapi juga pada sikap
masyarakat dalam mematuhi serta menghormati hukum tersebut.3

Selain itu, kesadaran hukum juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti
tingkat pendidikan, lingkungan sosial, budaya hukum yang berkembang, serta
upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila masyarakat
memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka mereka akan cenderung
mematuhi aturan tanpa harus selalu diawasi atau dipaksa oleh aparat penegak
hukum. Kondisi ini dapat menciptakan keteraturan sosial dan mempermudah
tercapainya tujuan hukum, yaitu mewujudkan ketertiban, keadilan, dan
kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, apabila kesadaran
hukum masyarakat rendah, maka berbagai bentuk pelanggaran hukum akan
lebih mudah terjadi, sehingga penerapan hukum menjadi kurang efektif dan
tujuan hukum sulit untuk diwujudkan secara optimal.

efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan
perundang-undangan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor
yang saling berkaitan. Substansi hukum harus dirumuskan secara jelas,
sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat agar dapat
diterapkan secara optimal. Selain itu, peran aparat penegak hukum sangat
penting dalam memastikan bahwa aturan yang telah dibuat dapat dijalankan
secara adil, konsisten, dan profesional. Aparat penegak hukum yang memiliki
integritas, kompetensi, serta tanggung jawab yang tinggi akan mampu
menegakkan hukum secara efektif.3

Norma hukum dibuat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib,
harmonis, dan damai. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, terdapat dua
tantangan utama: pertama, bagaimana merancang aturan yang sesuai dengan

kondisi masyarakat, dan kedua, bagaimana merumuskan aturan yang dapat

3 Mohd Yusuf DM et al., “Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum,”
Jurnal Pendidikan Dan Konseling 5, no. 2 (2023): 2884—89.
3 Yusuf DM et al.
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meningkatkan kesadaran hukum sesuai dengan perkembangan sosial.
Kesadaran masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor,
seperti tingkat pemahaman terhadap peraturan dan sikap mereka terhadap
hukum yang berlaku.*

Kesadaran hukum yang rendah dapat menjadi penyebab utama
ketidakpatuhan terhadap hukum, terutama jika aparat penegak hukum tidak
menyadarinya. Membangun masyarakat yang sadar hukum merupakan proses
panjang yang memerlukan berbagai tahapan. Beberapa langkah yang perlu
dilakukan antara lain memastikan masyarakat memahami larangan dan
ketentuan hukum, memberikan akses luas terhadap informasi yang
menjelaskan manfaat, tujuan, dan dasar hukum yang berlaku, serta
menanamkan perilaku hukum yang mendorong kepatuhan. Selain itu,
masyarakat harus memiliki kapasitas untuk menilai hukum secara kritis, baik
dalam hal penerimaan maupun penolakan terhadap kebijakan hukum yang

diterapkan.

3. Negara Hukum

Istilah negara hukum pada dasarnya merupakan padanan dari istilah Belanda
rechtsstaat. Selain itu, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia juga dikenal istilah the
rule of law, yang digunakan dalam pengertian yang sama, yaitu negara yang
diselenggarakan berdasarkan hukum. Djokosoetono berpendapat bahwa istilah
“negara hukum yang demokratis” sebenarnya kurang tepat, karena apabila frasa
democratische rechtsstaat dipisahkan, maka unsur yang paling pokok dan utama

tetaplah konsep rechisstaat itu sendiri.®

% Anugrah Pradana and Dirga Achmad, “A L-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam
Depresiasi Makna Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah
Kepulauan” 8, no. 1 (2023): 29-43.

% Jimly Asshiddiqgie, ,,Pokok-Pokok Hukum Tata Negara" (Jakartabhuana Ilmu Populer,
B.R.), 317.
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Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang ia sebut sebagai rechtsstaat
memiliki empat unsur pokok. Pertama, adanya jaminan dan perlindungan terhadap
hak asasi manusia. Kedua, diterapkannya pembagian atau pemisahan kekuasaan guna
mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu tangan. Ketiga,
penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang sebagai wujud
supremasi hukum. Keempat, adanya peradilan tata usaha negara yang berfungsi
menguji tindakan pemerintah agar tetap berada dalam koridor hukum. A.V. Dickey
juga menguraikan bahwa dalam negara hukum ada tiga hal mendasar yang melekat,
yakni “supremacy of law”, “equality before the law”, dan “due process of law”.%’

Dalam konsep negara hukum, terwujudnya keadilan tidak secara otomatis dapat
dijamin secara substantif. Hal ini disebabkan karena pemahaman mengenai hukum
sendiri dapat dipengaruhi oleh dua pendekatan, yakni pandangan hukum formil dan
pandangan hukum materiel. Apabila hukum dimaknai secara sempit hanya sebagai
kumpulan peraturan perundang-undangan, maka konsep negara hukum yang
dibangun pun akan bersifat terbatas dan formalistik, sehingga belum tentu mampu
menghadirkan keadilan yang sesungguhnya.3®

Atas dasar itu, selain menggunakan istilah the rule of law, Friedman
memperkenalkan pula istilah the rule of just law untuk menegaskan bahwa supremasi
hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada keberlakuan aturan secara formal,
tetapi juga harus memuat dimensi keadilan yang lebih mendasar. Dengan demikian,
sekalipun istilah yang dipakai tetap the rule of law, maknanya diharapkan mencakup
pemahaman yang luas, yaitu hukum yang tidak sekadar ditegakkan secara prosedural,
melainkan juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dalam praktik

penyelenggaraan negara hukum modern.

37 Bksekutif D A N Yudikatif A Oleh Hadi Supriyanto, ,,Pemisahan Fungsi Kekuasaan
Eksekutif Dan Yudikatif" 1 (2004): 1-21.

38 Muhammad Ridwansyah, ,,Mewujudkan Keadilan , Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum
Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh Achieving Legal Justice , Certainty , And Legal
Expediency In The Qanun On Flag And Symbol Of Aceh", 2016.
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Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan
secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia
adalah negara hukum. Selanjutnya, Pasal 18 UUD 1945 memberikan dasar
konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui asas otonomi, yang
kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.%
Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan pengelolaan
pasar sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren. Oleh karena itu, dalam
menghadapi dampak sistem penjualan onl/ine terhadap eksistensi Pasar Sentral
Pinrang, Pemerintah Kabupaten Pinrang memiliki legitimasi konstitusional dan
yuridis untuk membentuk kebijakan, termasuk Peraturan Daerah (Perda), sebagai
instrumen perlindungan dan pengaturan.

Negara hukum modern tidak hanya menekankan aspek legalitas formal, tetapi
juga keadilan substantif. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum harus berpihak
kepada keadilan dan kemanfaatan sosial, bukan sekadar menjadi alat legitimasi
kekuasaan. Sejalan dengan itu, Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa dalam negara
hukum, perlindungan terhadap hak-hak warga negara merupakan unsur esensial yang
tidak dapat diabaikan.®® Dalam konteks penelitian ini, pedagang pasar tradisional
sebagai pelaku ekonomi lokal memiliki hak atas perlindungan dan kepastian usaha.
Apabila perkembangan perdagangan digital menimbulkan ketimpangan tanpa adanya
regulasi yang memadai, maka pemerintah daerah berkewajiban hadir untuk
memastikan keseimbangan dan keadilan dalam sistem perekonomian daerah.*!

Dengan demikian, teori negara hukum dapat dijadikan sebagai landasan analitis

untuk menilai apakah peran pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak sistem

% | Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah".

40 Andinia Noffa Safitria Et Al., ,,Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi
Manusia Dalam Prespektif Hukum Tata Negara" 2, C. 3 (2024).

41 Hasanuddin Hasim, “Perkembangan Politik Ketatanegaraan Islam Di Indonesia,” Bilancia
Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 2018.
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penjualan online telah sesuai dengan prinsip supremasi hukum, asas legalitas,*
perlindungan hak ekonomi masyarakat, serta keadilan sosial. Apabila pemerintah
daerah telah membentuk regulasi yang responsif dan menjalankan fungsi pengawasan
serta pemberdayaan pedagang secara optimal, maka hal tersebut merupakan
perwujudan konkret dari prinsip negara hukum di tingkat lokal. Sebaliknya, apabila
terdapat kekosongan atau kelemahan regulasi, maka hal tersebut dapat dipandang
sebagai belum optimalnya implementasi prinsip negara hukum dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam perkembangan teori ketatanegaraan, negara hukum tidak hanya dipahami
sebagai prinsip legalitas, tetapi juga sebagai suatu konstruksi normatif yang
menempatkan konstitusi sebagai sumber legitimasi tertinggi dalam distribusi dan
pembatasan kekuasaan. Dalam kerangka ini, Hans Kelsen melalui teori Stufenbau des
Recht (hierarki norma) menjelaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus
memiliki dasar pada norma yang lebih tinggi hingga bermuara pada konstitusi
sebagai norma dasar (grundnorm). Konsekuensinya, kewenangan pemerintah daerah
dalam membentuk kebijakan terkait pengelolaan pasar dan dampak sistem penjualan
online harus dapat ditelusuri legitimasi normatifnya sampai pada UUD 1945 dan
undang-undang yang mengaturnya. Jika tidak, maka tindakan tersebut kehilangan
validitas dalam perspektif negara hukum.

Selain itu, dalam teori pembatasan kekuasaan (/imitation of power), negara
hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap potensi dominasi kekuasaan
administratif. Pemerintah daerah sebagai organ eksekutif tidak hanya berwenang
mengatur, tetapi juga terikat oleh prinsip proporsionalitas dan rasionalitas dalam
setiap kebijakannya. Prinsip proporsionalitas menuntut agar setiap regulasi yang
dibuat untuk melindungi pasar tradisional harus seimbang, tidak diskriminatif, dan

tidak menimbulkan pembatasan yang berlebihan terhadap pelaku usaha lain, termasuk

4 Moch Nafi Maulana, ,,Membaca Sejarah Konstitusi Indonesia Era Reformasi (Studi
Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid)", Sanskara Hukum Dan Ham 1, C. 03 (2023): 67-75,
Https://Doi.Org/10.58812/Shh.V1i03.59.
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pelaku usaha berbasis digital. Dengan demikian, negara hukum menuntut
keseimbangan antara kebebasan berusaha dan perlindungan ekonomi lokal.

Negara hukum modern juga mengandung dimensi administrative justice, yaitu
keadilan dalam tindakan pemerintahan. Konsep ini menekankan bahwa setiap
kebijakan publik harus dapat diuji secara hukum dan dipertanggungjawabkan secara
rasional. Dalam konteks ini, apabila pemerintah daerah mengambil langkah-langkah
tertentu untuk mempertahankan eksistensi pasar tradisional, kebijakan tersebut harus
memenuhi standar akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan sebagai bagian dari
prinsip good governance. Negara hukum tidak hanya berbicara tentang keberadaan
aturan, tetapi juga tentang kualitas proses pembentukan dan pelaksanaannya.*

Teori negara hukum memberikan landasan bahwa:

1. setiap kewenangan pemerintah daerah harus memiliki legitimasi normatif
dalam hierarki hukum;
2. setiap kebijakan harus memenuhi prinsip pembatasan dan pengendalian
kekuasaan;
3. regulasi yang dibentuk harus proporsional dan rasional; serta
4. tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
dan konstitusional. Pendekatan ini memperkuat analisis bahwa peran
pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak sistem penjualan online
bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bagian dari
implementasi prinsip negara hukum dalam dinamika ekonomi modern.*
Berdasarkan teori Negara Hukum, peran pemerintah daerah dalam
menanggulangi dampak sistem penjualan online terhadap eksistensi Pasar Sentral
Pinrang merupakan konsekuensi konstitusional dari prinsip supremasi hukum dan
asas legalitas. Sebagai bagian dari penyelenggara negara, pemerintah daerah wajib

menjalankan  kewenangannya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,

3 Mardona Siregar, ,,Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia" 8, C.
2 (2024).

4 Wiratmadinata, ,,Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila", Jhsk
17, C. 1 (2022).
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membentuk kebijakan yang sah secara hukum, serta menjamin keadilan dan
perlindungan hak ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keberadaan regulasi
daerah dan langkah pemberdayaan terhadap pedagang pasar tradisional bukan sekadar
kebijakan administratif, melainkan wujud konkret implementasi prinsip negara
hukum yang menuntut kepastian hukum, pembatasan kekuasaan, dan keadilan

substantif dalam dinamika ekonomi digital.

4. Konsep Al-Hisbah

Al-Hisbah merupakan salah satu institusi pengawasan dalam sistem
pemerintahan Islam yang berlandaskan pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu
upaya mendorong terlaksananya perbuatan yang baik dan mencegah terjadinya
kemungkaran dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ekonomi, A/-Hisbah
memiliki fungsi strategis dalam mengawasi aktivitas perdagangan agar berlangsung
sesuai dengan nilai-nilai syariah, keadilan, dan kemaslahatan umum. Walaupun
lembaga Al-Hisbah belum terbentuk secara formal pada masa Rasulullah SAW,
substansi dan fungsi pengawasannya telah dipraktikkan secara langsung oleh beliau
melalui kegiatan inspeksi pasar, pengawasan timbangan dan takaran, pencegahan
praktik perdagangan yang tidak jujur, serta pemberian arahan kepada para pelaku
usaha agar menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena
itu, Al-Hisbah dipahami sebagai instrumen pengawasan publik yang bertujuan
menjaga keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan dalam aktivitas ekonomi
masyarakat.*

Menurut pemikiran Ibn Taymiyyah, A/-Hisbah merupakan lembaga yang
memiliki tugas untuk menegakkan kebaikan al-ma'ruf dan mencegah kemungkaran
al-munkar dalam berbagai urusan publik yang tidak dapat ditangani secara optimal
oleh lembaga pemerintahan pada umumnya. Dalam bidang ekonomi, fungsi Al-

Hisbah diwujudkan melalui pengawasan terhadap mekanisme pasar guna mencegah

45 Tagi al-Din Ahmad Ibn Abd al-Halim Ibn Taymiyyah, Al-Hisbah Fi Al Islam Aw Wazifah Al
Hukumah Al-Islamiyyah (cairo: Dar al-Sha’b, 1983).
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berbagai bentuk penyimpangan, seperti penipuan, manipulasi harga, praktik
monopoli, penimbunan barang, pengurangan timbangan dan takaran, serta tindakan
lain yang berpotensi merugikan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Al-Hisbah
diarahkan untuk menciptakan sistem perdagangan yang sehat, transparan, kompetitif,
dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Imam Al-Mawardi, hisbah adalah upaya memerintahkan kebaikan
ketika kebaikan ditinggalkan dan mencegah kemungkaran ketika kemungkaran
dilakukan secara nyata. Sementara itu, Yusuf Al-Qaradawi mendefinisikan hisbah
sebagai fungsi negara dan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam
dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan
moralitas publik. Dasar hukum hisbah bersumber dari Al-Qur’an dan hadis. Salah
satu landasan utamanya adalah QS. Ali Imran ayat 104

T es 2aY st T’, esb Lo 7 e % soase .} ’,eﬁ)a’, oz § (TR I T A 5
@D G3ALAD 2h ol 5 TR e (5et5 caysaall G30a5 i) ) (5 Aal 2K Bl

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan,
menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah

orang-orang yang beruntung.*®

Pada ayat tersebut memerintahkan umat Islam untuk mengajak kepada kebaikan
dan mencegah kemungkaran. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW yang
menyatakan bahwa setiap kemungkaran harus dicegah dengan tangan, lisan, atau hati
menjadi pedoman dalam pelaksanaan hisbah sesuai dengan kemampuan dan
kewenangan masing-masing individu.

Dalam sejarah Islam, hisbah telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW dan
berkembang pesat pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khalifah Umar bin
Khattab, pengawasan pasar, timbangan, kebersihan kota, dan ketertiban umum

menjadi bagian penting dari fungsi hisbah. Selanjutnya pada masa Dinasti Abbasiyah,

46 «Q.S Ali Imran Ayat 104,” n.d.
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lembaga hisbah berkembang menjadi institusi resmi yang dipimpin oleh seorang
mubhtasib dengan kewenangan mengawasi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.*’

Konsep hisbah dibangun di atas beberapa prinsip dasar. Prinsip yang paling
utama adalah amar ma’ruf nahi munkar, yaitu mendorong terciptanya kebaikan dan
mencegah berbagai bentuk pelanggaran. Selain itu terdapat prinsip ihtisab, yaitu
menjalankan pengawasan semata-mata karena mengharap ridha Allah, bukan demi
kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Prinsip lainnya adalah bahwa objek hisbah harus berupa kebaikan dan
kemungkaran yang jelas hukumnya dalam syariat. Pengawasan tidak boleh dilakukan
berdasarkan prasangka atau isu yang belum terbukti, melainkan harus didasarkan
pada fakta dan bukti yang nyata. Selain itu, pelaksanaan hisbah harus dilakukan
secara bertahap, dimulai dari edukasi dan nasihat hingga tindakan yang lebih tegas
apabila diperlukan.*®

Dalam konteks ekonomi, hisbah memiliki peran penting dalam menjaga keadilan
dan ketertiban pasar. Lembaga hisbah bertugas mengawasi praktik perdagangan agar
terhindar dari penipuan, monopoli, manipulasi harga, kecurangan timbangan, serta
berbagai tindakan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, hisbah sering
dipandang sebagai instrumen pengawasan pasar dalam sistem ekonomi Islam yang
bertujuan menciptakan perdagangan yang adil dan beretika.

Pada era modern, konsep hisbah tetap relevan sebagai mekanisme pengawasan
yang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat. Hisbah
dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pengawasan ekonomi, pelayanan
publik, dan lingkungan hidup. Melalui konsep ini, pemerintah dan masyarakat

memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kemaslahatan umum, menegakkan

47 Marah Halim, “Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam,” 2011.
48 Dirga Achmad and Azlan Thamrin, “Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam
Sistem Hukum Indonesia : Telaah Hukum Responsif” 22, no. 1 (2024): 23-42.
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keadilan, serta mencegah berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merugikan
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.*®

Dalam penelitian ini, Konsep Al-Hisbah digunakan sebagai landasan analisis untuk
mengkaji peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan Pasar
Sentral Pinrang di tengah perkembangan e-commerce. Pemerintah daerah dapat
dipandang sebagai representasi pelaksana fungsi A/-Hisbah dalam konteks
pemerintahan modern, yaitu melalui pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan,
perlindungan, dan pemberdayaan terhadap pedagang pasar tradisional. Peran tersebut
diperlukan untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat serta
meningkatkan daya saing pasar tradisional dalam menghadapi perkembangan
perdagangan berbasis digital. Oleh karena itu, pengelolaan pasar oleh pemerintah
daerah tidak hanya mencerminkan pelaksanaan fungsi administratif pemerintahan,
tetapi juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi, perlindungan
terhadap pelaku usaha kecil, dan kemaslahatan masyarakat sebagaimana tujuan yang

terkandung dalam konsep Al-Hisbah.>°

Dalam perspektif Al-Hisbah, pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana
fungsi pengawasan dan pengelolaan pasar guna mewujudkan kemaslahatan umum
(maslahah 'ammah). Revitalisasi Pasar Sentral Pinrang merupakan salah satu bentuk
pelaksanaan fungsi tersebut, karena bertujuan memperbaiki sarana dan prasarana
pasar, meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan pasar, memperkuat daya
saing pedagang tradisional, serta menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi
masyarakat di tengah perkembangan e-commerce yang semakin pesat.>*
Perkembangan e-commerce telah mengubah pola transaksi masyarakat dari

perdagangan konvensional menuju perdagangan digital. Kondisi ini berpotensi

menurunkan jumlah pembeli di pasar tradisional dan berdampak pada pendapatan

49 Samsul Bahri, “Wilayatul Hisbah: Instrumen Penegakan Amar Ma’Ruf Nahi Munkar
Dalam Islam,” Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 2024.

%0 A L Mawardi, “KONSEP WILAYATUL HISBAH MENURUT IMAM” 2 (2024): 51-70.

51 Penerapan Fungsi et al., “Penerapan Fungsi Dan Peran Al- Hisbah Dalam Pengawasan Di
Baitul Maal Wa Tamwil” 6, no. 30 (2021): 803—14.
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para pedagang. Apabila keadaan tersebut dibiarkan tanpa adanya kebijakan yang
tepat, maka dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi serta mengancam
keberlangsungan usaha masyarakat kecil yang menggantungkan kehidupannya pada
aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu
melakukan revitalisasi pasar sebagai bentuk perlindungan terhadap pedagang
sekaligus sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi lokal.

Selain itu, fungsi A/-Hisbah juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap
mekanisme pasar agar tercipta persaingan yang sehat dan berkeadilan. Dalam konteks
revitalisasi Pasar Sentral Pinrang, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa
kebijakan yang diterapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perdagangan
konvensional dan perdagangan digital. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui
penyediaan fasilitas yang memadai, peningkatan kualitas pelayanan pasar,
pengawasan terhadap distribusi barang dan harga, serta perlindungan terhadap pelaku
usaha kecil dari dampak persaingan yang tidak seimbang.>?

Perkembangan e-commerce di satu sisi memberikan kemudahan dan efisiensi
dalam transaksi ekonomi, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan bagi pasar
tradisional. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang beralih ke platform digital
berpotensi mengurangi jumlah pengunjung dan pendapatan pedagang di pasar
tradisional. Dalam perspektif A/-Hisbah, kondisi ini perlu disikapi secara bijak oleh
pemerintah daerah agar tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi dan kerugian bagi
kelompok masyarakat tertentu, khususnya pedagang kecil. Oleh karena itu, kebijakan
yang diambil harus mampu menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan
perlindungan terhadap pelaku usaha tradisional.>®

Peran pemerintah daerah dalam hal ini dapat dipandang sebagai upaya untuk
mewujudkan kemaslahatan umum (al-maslahah al-‘aGmmah). Perlindungan terhadap

Pasar Sentral Pinrang merupakan bentuk implementasi dari prinsip menjaga harta

%2 Miskari, “Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah,” Al Imarah: Jurnal
Pemerintahan Dan Politik Islam 4, no. 1 (2019): 57, https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2168.
53 Ibn Taymiyyah, Al-Hisbah Fi Al Islam Aw Wazifah Al Hukumah Al-Islamiyyah.
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(hifz al-mal), yaitu dengan memastikan bahwa pedagang tetap memiliki kesempatan
yang adil dalam menjalankan usahanya. Sementara itu, program pemberdayaan
seperti pelatihan, peningkatan fasilitas, serta dukungan terhadap digitalisasi usaha
merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan daya saing pedagang agar
mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.>*

Selain itu, Al-Hisbah juga menekankan pentingnya keadilan dalam kehidupan
ekonomi. Pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya
berpihak pada efisiensi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan
sosial. Dalam hal ini, keberadaan e-commerce tidak seharusnya mematikan pasar
tradisional, melainkan perlu diatur agar tercipta persaingan yang sehat dan seimbang.
Dengan demikian, kebijakan yang diambil harus mampu mengintegrasikan
kepentingan berbagai pihak tanpa mengabaikan kelompok yang lebih lemah secara
ekonomi.>®

Dengan menggunakan pendekatan A/-Hisbah, penelitian ini berupaya menganalisis
sejauh mana peran pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan Pasar
Sentral Pinrang telah sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Analisis ini tidak hanya
melihat aspek kebijakan secara formal, tetapi juga menilai dampaknya terhadap
kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, maqasid al-syari‘ah menjadi landasan
normatif sekaligus analitis dalam menilai keberhasilan kebijakan pemerintah daerah

dalam menghadapi tantangan perkembangan e-commerce.

C. Kerangka Konseptual

1. Pemerintah Daerah
Pada pasal 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah

mendefinisikan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

tR)

% M. Sulthon, “Maslahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam,” Jurnal
Darussalam,; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam XIV, no. 2 (2023): 167-86.

%5 Hasby Umar, Husin Bafadhal, and Emilia Putri, “Pendekatan Magqasid Al-Syariah Dalam
Studi Hukum Islam,” Inovasi Hukum Dan Kebijakan 6, no. 4 (2025).
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penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.>®
2. Pemberdayaan
Menurut KBBI Pemberdayaan merupakan kekuatan atau mengembangkan
kemampuan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya,
atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, atau proses pemberian
daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang kurang atau belum berdaya.
3. E-commerce
E-commerce (Electronic Commerce) adalah kegiatan penjualan, pembelian,
pemasaran, dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan melalui internet, baik
melalui website, aplikasi seluler, dan media sosial, yang melibatkan transaksi
antara bisnis dan konsumen.
4. Pasar Sentral Pinrang
Pasar Sentral Pinrang adalah pasar tradisional utama yang berada di
Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pasar ini berfungsi sebagai pusat aktivitas
perdagangan masyarakat, khususnya untuk kebutuhan pokok seperti bahan
pangan, hasil pertanian, ikan, daging, pakaian, dan berbagai kebutuhan rumah

tangga lainnya.

% | Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah".
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Sesuai dengan judul penelitian ini, kerangka pemikiran dapat digambarkan

sebagai berikut:

Bagaimana dampak E-
Commerce terhadap aktivitas
perdagangan dan
keberlangsungan usaha
pedagang di pasar sentral
pinrang

Peran  pemerintah

daerah dalam

perlindungan dan Pemberdayaan Pasar
Sentral Pinrang dari Dampak E-

commerce

Bagaimana peran dan efektivitas
kebijakan  pemerintah  kabupaten
pinrang dalam menangani dampak E-
Commerce terhadap pasar sentral

pinrang sebagai wujud pelaksaan

otonomi daerah

Bagaimana peran pemerintah
kabupaten pinrang dalam
menangani dampak E-
Commerce terhadap pasar
sentral pinrang ditinjau
berdasarkan konsep A/-Hisbah

/

=

X

Teori Otonomi Daerah Teori Negara Teori Efektivitas Konsep Al-Hisbah
Hukum Hukum
Hasil Penelitian
Peran Pemerintah Daerah Efektivitas Kebijakan Analisis Konsep A!/-

Pemerintah Daerah

Hisbah




BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini digunakan dengan pembahasan yang meliputi beberapa hal
yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian,
jenis dan sumber data penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan
teknik analisis data. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan mengenai metode

dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneltian yang dipakai dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif untuk mengetahui Peran pemerintah daerah kabupaten Pinrang
dalam menanggulangi dampak sistem belanja Online terhadap Pasar sentral Pinrang.
Penelitian kualitatif lebih ke alur dan Ketika fokus penelitian sesuai dengan fakta di
lapangan, maka makna dapat dipahami lebih baik dari landasan teori yang menjadi
pedoman. Hasil penelitian kualitatif memerlukan analisis rinci dan penelitian
kualitatif memperoleh data uatama dari wawancara dan observasi.®’

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami
fenomena sosial dan perilaku manusia melalui pengumpulan dan analisis data non-
numerik. Metode ini berfokus pada makna, pengalaman, dan perspektif individu atau
kelompok. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pendekatan dengan
mengembangkan teori berdasarkan data yang dikumpulkan berdasar pada hasil di

lapangan sepeti wawancara, dokumentasi dan observasi.>®

57 Andra Tersiana, Metode Penelitian (Anak Hebat Indonesia, 2018).
%8 Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kualitatif  (Untuk  Penelitian ~ Dan
Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif (Cv Alfabeta, 2023).
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian
berdasarkan masalah yang diangkat dalam Penelitian ini yaitu Dinas Perdagangan
Kabupaten Pinrang dan Pasar Sentral Pinrang.
2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak proposal dinyatakan layak melalui proses dan
persetujuan pembimbing, kemudian dilanjutkan dengan pengurusan administrasi
penelitian sampai diterbitkannya surat izin penelitian dari pemerintah sebagai dasr

pelaksanaan penelitian di lapangan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis peran pemerintah daerah dalam
menanggulangi dampak sistem penjualan online terhadap eksistensi pasar rakyat

Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah mengenai darimana data diperoleh apakah dari sumber
langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data
sekunder). Dalam penelitian lazimnya dua sumber data inilah yang di gunakan.

Adapun data yang digunakan data Penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari
sumber pertama di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh
melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi langsung di Dinas
Perdagangan Kabupaten Pinrang dan Pasar Sentral Pinrang.>®

Data primer dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara dengan pihak Dinas

Perdagangan Kabupaten Pinrang atau pihak yang berwenang dalam pengelolaan

%9 Soejono A Abdurrahman, ,,Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), H. 57.
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pasar, pengelola Pasar Sentral Pinrang, pedagang pasar, dan pihak lain yang dianggap
mengetahui kondisi pasar. Data primer juga diperoleh dari hasil observasi langsung
terhadap kondisi Pasar Sentral Pinrang, seperti keadaan sarana dan prasarana pasar,
penataan los atau tempat berdagang, aktivitas jual beli, jumlah pembeli, kebersihan
pasar, pengawasan pasar, serta dampak e-commerce terhadap aktivitas perdagangan
pedagang.

Dengan demikian, yang termasuk data primer dalam penelitian ini adalah
keterangan langsung dari informan mengenai peran pemerintah daerah, bentuk
kebijakan pengelolaan pasar, efektivitas kebijakan tersebut, kendala yang dihadapi
pedagang akibat e-commerce, serta kondisi nyata Pasar Sentral Pinrang berdasarkan

pengamatan langsung peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung dari
sumber yang telah tersedia sebelumnya. Data ini digunakan untuk memperkuat,
membandingkan, dan menjelaskan data primer yang diperoleh di lapangan. Dalam
penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi atau
penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dokumen resmi pemerintah, peraturan
perundang-undangan, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan penelitian.
Data sekunder yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan, Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan
dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, aturan mengenai pajak daerah dan retribusi
daerah, serta dokumen atau arsip yang berkaitan dengan pengelolaan Pasar Sentral
Pinrang. Selain itu, data sekunder juga mencakup literatur yang membahas teori
otonomi daerah, efektivitas hukum, negara hukum, konsep A/-Hisbah, pasar
tradisional, dan perkembangan e-commerce. Dengan demikian, yang termasuk data

sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh bahan tertulis dan dokumen
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pendukung yang tidak diperoleh langsung dari informan, tetapi digunakan untuk

memperkuat analisis terhadap hasil wawancara dan observasi lapangan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
Penelitian ini, karena tujuan utama dari Penelitian ini adalah mendapatkan data
dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat
langsung dilapangan penelitian, dengan kata lain peneliti melakukan suatu penelitian
di lapangan agar dapat memperoleh data-data yang akurat terkait objek Penelitian ini.
Tahap dalam melakukan penelitianyaitu teknik pengumpulan data, karena penelitian
yang akan dilakukan bertujuan untuk data yang akurat, sehingga untuk mendapatkan
data tersebut diperlukan beberapa teknik dan peneliti menggunakan tekni
pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung
terhadap suatu fenomena atau perilaku di lapangan. Teknik ini memungkinkan
peneliti untuk mengamati dan mencatat apa yang dilihat dalam situasi sebenarnya,
tanpa adanya campur tangan atau perubahan dari peneliti. Observasi sering
digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama ketika peneliti ingin memahami
konteks sosial atau perilaku secara alami. Terdapat beberapa jenis observasi yang
dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian, termasuk observasi terstruktur dan
tidak terstruktur. 50

Observasi terstruktur dilakukan secara sistematis dan sering digunakan dalam
penelitian kuantitatif atau penelitian yang membutuhkan data spesifik dari variabel
tertentu. Sementara itu, observasi tidak terstruktur lebih fleksibel dan
memungkinkan peneliti untuk menangkap fenomena yang mungkin tidak terduga,
meskipun analisis datanya bisa menjadi lebih kompleks.

2. Wawancara (Interview)

80 Peter Mahmud Marzuki, ,,Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2008), 39.
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Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi
langsung antara peneliti dan informan penelitian. Teknik ini bertujuan memperoleh
keterangan yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan perspektif
informan terkait fenomena yang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat
menggali informasi yang tidak seluruhnya dapat diperoleh melalui observasi atau
dokumen tertulis.®!

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Abdul Mannang, S.E.,
selaku Analis Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang,
untuk memperoleh data mengenai kebijakan, penataan, pengawasan, retribusi, dan
upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang. Wawancara juga
dilakukan kepada pedagang, yaitu Herlina, Ibu Ani, dan H. Yusuf, untuk
memperoleh data mengenai penurunan penjualan, sepinya pasar, dampak e-
commerce, pengalaman pedagang terhadap kebijakan pemerintah, serta harapan
pedagang terhadap pengelolaan pasar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencatatan dan pengumpulan data secara sistematis
dan terorganisir untuk mendukung validitas dan keabsahan hasil penelitian.
Dokumentasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari catatan lapangan, instrumen
pengumpulan data, hingga laporan penelitian akhir. Biasanya dokumentasi itu
dilakukan dengan cara Misalnya, dokumentasi bisa berupa tulisan, foto dan Video
yang merekam kegiatan, aturan, dan prosedur tertentu. Tujuan dokumentasi adalah
untuk memberikan penjelasan, bukti, atau panduan sehingga orang lain dapat
memahami atau mengikuti sesuatu dengan mudah.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dapat dimaknai sebagai sebuah konsep yang diperbarui dari
konsep untuk mencari validitas atau reliabilitas atau keterandalan suatu data. Adapun

metode pengujian keabsahan data yang digunanakan dalam penelitian ini yakni :

®1 David Tan, ,Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metqdologi Dalam
Menyelenggarakan Penelitian Hukum", Nusantara : Jurnal llmu Pengetahuan Sosial 8, C. 8 (2021).
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1. Uji Kredibilitas

Konsep kredibilitas berkaitan dengan derajat kepercayaan yang metode
penjalanannya dengan mengumpulkan data secara objektif mungkin dan selengkap
mungkin. Hal ini dilakukan peneliti dengan memperpanjang pengamatan,
meningkatkan ketekunan, triangulasi data, diskusi dengan teman sejawat dan
pengecekan anggota dengan kelompok subjek kelompok penelitian. Untuk menjamin
kredibilitas tersebut data dibantu juga dengan catatan-catatan lapangan, foto dan
dokumen yang relevan.®?
2. Uji Dependabilitas

Dalam sebuah penelitian kualitatif, untuk memastikan bahwa hasil penelitian
yang dilakukan dapat dikatakan dapat dikerjakan dengan cara mengaudit tingkat

kebergantungan data.

G. Teknik Analisis Data

Pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif meruupakan sebuah proses
untuk mencari serta untuk menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari
pelaksanaan wawancara, catatan dari lapangan dan bahan-bahan lainnya. Sehingga
dapat pula dipahami dengan mudah bahwa temuannya dapat diinformasikan kepada
orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke
dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang
penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat dijabarkan kepada
orang lain. pendapat lain mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah proses
untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.®3

62 Juliardi B Et Al., Metode Penelitian Hukum. Cv (Gita Lentera, 2023).
63 Nanda Amalia Et Al., Metode Penelitian Hukum, Lex Privatum, Ro¢. 2, 2016.
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1. Reduksi Data

data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci.
Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih
hal-hal yang pokok. Data hasil mengihtiarkan dan memilah-milih berdasarkan satuan
konsep, tema dan kategori terntentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam
tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data

sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh.
2. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan melalui proses verifikasi
data secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Verifikasi dilakukan secara
bertahap sejak proses pengumpulan data, reduksi data, hingga penyajian data,
sehingga  diperoleh  kesimpulan  akhir  yang  kredibel dan  dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, kesimpulan digunakan untuk
memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai peran dan kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang
sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, efektivitas kebijakan pemerintah daerah
dalam menghadapi dampak e-commerce, serta analisis konsep Al-Hisbah terhadap
pengelolaan Pasar Sentral Pinrang. Data yang diperoleh kemudian ditelaah, dikaji,

dibandingkan, dan disimpulkan sesuai dengan fokus penelitian.



BAB IV
PEMBAHASAN

A. Bagaimana Dampak E-Commerce Terhadap Aktivitas Perdagangan dan
Keberlangsungan Usaha Pedagang Di Pasar Sentral

Berdasarkan haasil penelitian, pengelolaan Pasar Sentral Pinrang oleh
Pemerintah Kabupaten Pinrang dapat dipahami dalam dua bentuk utama, yaitu
pengelolaan fisik-administratif pasar dan pengelolaan pemberdayaan ekonomi
pedagang. Pembagian ini penting karena pengelolaan pasar tidak hanya berkaitan
dengan pembangunan bangunan, penataan los, kebersihan, dan retribusi, tetapi juga
menyangkut bagaimana pemerintah daerah membantu pedagang agar mampu
bertahan menghadapi perubahan pola perdagangan akibat e-commerce. Dalam
konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus urusan perdagangan di daerah, termasuk mengelola pasar rakyat
sebagai salah satu pusat ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan Pasar
Sentral Pinrang harus dilihat bukan hanya sebagai urusan teknis pasar, tetapi juga
sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi ekonomi
masyarakat kecil.

Pertama, pengelolaan fisik dan administratif. Pengelolaan ini terlihat dari
adanya pembangunan sarana pasar, penataan tempat berdagang, pemberian surat
keterangan tempat berdagang, penomoran los, pemungutan retribusi, pengawasan,
dan pengelolaan kebersihan. Pihak Dinas Perdagangan menjelaskan bahwa
pemerintah telah melakukan pembangunan sarana pasar dan memberikan informasi
kepada pedagang mengenai tempat yang akan ditempati melalui surat keterangan,
sehingga penataan pedagang dapat berjalan lebih maksimal. Dalam wawancara juga
dijelaskan bahwa di Pasar Sentral Pinrang telah terdapat nomor los sehingga
pedagang mengetahui tempatnya masing-masing, serta sejak sekitar tahun 2019

pemerintah telah membuatkan surat keterangan kepada pedagang agar aktivitas jual
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beli dilakukan sesuai lokasi yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah
daerah telah menjalankan fungsi administratif dalam menciptakan ketertiban pasar.

Selain penataan los dan pemberian surat keterangan, pemerintah daerah juga
melakukan pengelolaan melalui pemungutan retribusi dan pengelolaan kebersihan.
Pihak Dinas Perdagangan menjelaskan bahwa salah satu bentuk pengelolaan pasar
adalah penarikan retribusi, pengelolaan sarana, dan pembersihan pasar setelah
aktivitas jual beli selesai dilakukan. Pengelolaan ini menunjukkan bahwa pemerintah
daerah telah menjalankan kewenangannya dalam aspek pelayanan dasar pasar. Akan
tetapi, pemungutan retribusi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kewajiban
pedagang kepada pemerintah, tetapi juga sebagai hubungan timbal balik antara
pedagang dan pemerintah daerah. Artinya, retribusi yang dibayarkan pedagang harus
diikuti dengan peningkatan fasilitas, kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan
pelayanan pasar yang lebih baik.

Kedua, pengelolaan pemberdayaan ekonomi pedagang. Pengelolaan ini
berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan
pedagang agar mampu bertahan dan bersaing di tengah perkembangan e-commerce.
Berdasarkan hasil penelitian, aspek pemberdayaan ini belum berjalan secara optimal.
Pemerintah daerah memang telah melakukan pengelolaan dasar berupa pembangunan
sarana, penataan los, pemberian surat keterangan, retribusi, dan kebersihan, tetapi
belum terlihat adanya program khusus yang secara langsung membantu pedagang
menghadapi dampak perdagangan online. Padahal, dalam situasi saat ini, pedagang
pasar tidak hanya membutuhkan tempat berdagang yang tertata, tetapi juga
membutuhkan pembinaan, pendampingan, pelatihan pemasaran digital, promosi
produk pasar, dan strategi agar dapat menjangkau pembeli yang mulai beralih ke
sistem belanja online.

Dengan demikian, peran Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan
Pasar Sentral Pinrang telah berjalan pada aspek fisik dan administratif, tetapi belum
sepenuhnya optimal pada aspek pemberdayaan ekonomi pedagang. Pengelolaan fisik-

administratif memang penting untuk menciptakan pasar yang tertib, bersih, dan
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memiliki kepastian tempat bagi pedagang. Namun, dalam menghadapi dampak e-
commerce, pengelolaan pasar harus diperluas menjadi pengelolaan yang bersifat
adaptif. Pemerintah daerah perlu mengarahkan Pasar Sentral Pinrang tidak hanya
sebagai ruang jual beli tradisional, tetapi juga sebagai pusat ekonomi rakyat yang
mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan perdagangan digital.

Pengelolaan pasar sentral Pinrang merupakan bagian dari pelaksanaan
kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perdagangan. Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah kabupaten diberi
ruang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
kondisi, potensi, dan kebutuhan daerah. Kewenangan tersebut menjadi dasar bagi
Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk menata pedagang, menyediakan sarana
perdagangan, melakukan pembinaan, memungut retribusi, serta menjaga
keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat di Pasar Sentral Pinrang. Oleh karena
itu, pembahasan mengenai peran pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari dasar
normatif yang mengatur kewenangan daerah dalam pengelolaan pasar rakyat.

Secara normatif, dasar kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan
pasar dapat ditelusuri dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa daerah otonom
memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, urusan perdagangan termasuk salah
satu urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai
pembagian kewenangan. Dengan demikian, pengelolaan Pasar Sentral Pinrang
menjadi bagian dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam
memberikan pelayanan publik di bidang ekonomi dan perdagangan.

Selain itu, , Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau
Pelaku Usaha dapat mengembangkan sarana perdagangan berupa pasar rakyat.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Pasar Sentral Pinrang merupakan bagian dari
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sarana perdagangan yang menjadi objek pengembangan dan pengelolaan pemerintah
daerah. Selanjutnya, Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah bekerja sama
dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan
peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
Pasal 13 ayat (2) memperjelas bahwa pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan
kualitas pengelolaan pasar rakyat dilakukan melalui pembangunan dan/atau
revitalisasi pasar rakyat, implementasi manajemen pengelolaan yang profesional,
fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing,
serta fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.®

Pengaturan teknis mengenai pembangunan dan pengelolaan pasar juga
terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Peraturan menteri
tersebut menjadi acuan dalam pembangunan, penataan, dan pengelolaan sarana
perdagangan agar memenuhi standar pelayanan yang baik. Standar tersebut
mencakup aspek ketertiban, kebersihan, kenyamanan, keamanan, aksesibilitas, dan
keberlanjutan fungsi pasar. Dengan adanya pedoman ini, pemerintah daerah tidak
hanya dituntut menyediakan bangunan pasar, tetapi juga memastikan agar pasar
dikelola secara profesional dan mampu menjawab kebutuhan pedagang maupun
masyarakat.

Pada tingkat daerah, pengelolaan Pasar Sentral Pinrang juga berkaitan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. Pasal 86 tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar di ukur
berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau
jenis pemakaian fasilitas pasar. Peraturan daerah tersebut menjadi dasar pemungutan
retribusi atas pelayanan atau penggunaan fasilitas tertentu yang disediakan
pemerintah daerah. Dalam konteks pasar, retribusi tidak boleh dipahami semata-mata

sebagai kewajiban pedagang membayar kepada pemerintah, tetapi harus dipahami

64 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,” n.d.,
Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1)-(2), dan Pasa.
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sebagai hubungan timbal balik antara pungutan daerah dan pelayanan publik. Dengan
demikian, pemungutan retribusi harus diikuti dengan penyediaan fasilitas, kebersihan,
keamanan, penataan, dan pelayanan yang layak bagi pedagang pasar.

Akan tetapi, apabila dianalisis secara kritis, regulasi yang ada masih lebih
berorientasi pada aspek administratif dan fiskal, terutama berkaitan dengan penataan
retribusi dan kewajiban pedagang. Regulasi tersebut belum secara khusus mengatur
perlindungan, pembinaan, dan pemberdayaan pedagang pasar tradisional dalam
menghadapi dampak perkembangan e-commerce. Kondisi ini menunjukkan bahwa
kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar belum sepenuhnya
digunakan secara progresif untuk menjawab persoalan baru dalam perdagangan
digital. Dalam kerangka otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Pinrang sebenarnya
memiliki ruang diskresioner untuk membentuk kebijakan yang lebih adaptif, baik
melalui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, maupun program teknis yang secara
khusus melindungi UMKM dan pedagang pasar dari tekanan persaingan dengan
sistem e-commerce. Belum adanya regulasi khusus tersebut memperlihatkan bahwa
respons pemerintah daerah masih cenderung bersifat konvensional, yaitu berfokus
pada pengelolaan fisik pasar, penataan tempat berdagang, dan pemungutan retribusi,
sementara aspek perlindungan ekonomi pedagang belum menjadi prioritas utama.

Berdasarkan dasar normatif tersebut, peran pemerintah daerah dalam
pengelolaan Pasar Sentral Pinrang dapat dilihat melalui fungsi regulatif, fasilitatif,
administratif, pembinaan, dan pengawasan. Peran regulatif terlihat dari adanya aturan
mengenai penataan pedagang, penggunaan los, surat keterangan tempat berdagang,
serta retribusi pasar. Peran fasilitatif terlihat dari penyediaan sarana pasar yang dapat
digunakan oleh pedagang. Peran administratif terlihat dari penomoran los dan
pemberian surat keterangan. Sementara itu, peran pengawasan tampak dalam
pengelolaan kebersihan, pemungutan retribusi, dan penertiban penggunaan fasilitas
pasar.

Pertanyaan yang diajukan peneliti kepada pihak Dinas Perdagangan

Kabupaten Pinrang berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan
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daya saing Pasar Sentral Pinrang. Narasumber menjelaskan bahwa pemerintah telah
melakukan pembangunan sarana pasar serta melakukan penataan tempat berdagang
melalui surat keterangan. Narasumber menyampaikan:

“Kalau pemerintah sudah melakukan upaya untuk membangun sarana pasar
agar ditujukan kepada pedagang. Terus memberikan juga semacam
informasi kepada pedagang bahwa tempat yang akan ditempati nanti oleh
para pedagang itu memiliki surat keterangan, sehingga penataan pedagang
dan tempat pedagang itu maksimal.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintah

daerah telah menjalankan peran fasilitatif melalui pembangunan sarana pasar dan
peran administratif melalui pemberian surat keterangan tempat berdagang.
Pembangunan sarana pasar menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam
menyediakan fasilitas perdagangan yang lebih layak. Sementara itu, surat keterangan
tempat berdagang berfungsi memberikan kejelasan kepada pedagang mengenai lokasi
usaha yang ditempati. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah
telah berusaha membangun keteraturan dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang.

Peran administratif pemerintah daerah juga terlihat dalam penataan los pasar.
Penomoran los menjadi instrumen penting untuk menghindari kesemrawutan,
perebutan tempat, dan ketidakjelasan lokasi pedagang. Dalam wawancara, pihak
Dinas Perdagangan menyatakan:

“Di Pasar Sentral itu sudah ada nomor los sehingga pedagang sudah
mengetahui tempatnya masing-masing. Sekitar tahun 2019 kami sudah
membuatkan surat keterangan kepada pedagang sehingga dalam melakukan
aktivitas di sana sudah menempati sesuai dengan keterangan tersebut.”
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan

pendataan dan penataan pedagang melalui penomoran los dan surat keterangan.
Penataan ini penting karena pasar rakyat membutuhkan kepastian tempat agar
pedagang dapat menjalankan aktivitasnya dengan tertib. Dalam perspektif otonomi
daerah, kebijakan tersebut menunjukkan adanya penggunaan kewenangan lokal untuk
menyelesaikan persoalan yang bersifat langsung di masyarakat. Namun demikian,

penataan administratif perlu terus diperkuat agar tidak hanya menghasilkan
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keteraturan tempat, tetapi juga memberi kepastian perlindungan bagi pedagang dalam
jangka panjang.

Selain penataan tempat, pemerintah daerah juga menjalankan peran
pengawasan melalui pemungutan retribusi dan pengelolaan kebersihan. Dalam
wawancara, pihak Dinas Perdagangan menjelaskan:

“Dalam pengelolaan pasar itu ada beberapa item yang dilakukan. Pemerintah
yang pertama itu penarikan retribusi, itu salah satu pengelolaan pasarnya.
Terus juga pengelolaan sarananya. Pada saat telah melakukan aktivitas jual
beli di sana, pemerintah daerah melalui pengelola pasar membersihkan
karena ada petugas kebersihan di sana. Jadi ketika sudah selesai melakukan
aktivitas, dibersihkan lagi.”

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan pasar

tidak hanya dilakukan melalui aturan tertulis, tetapi juga melalui kegiatan operasional
harian. Pemungutan retribusi menjadi bagian dari administrasi pasar, sedangkan
pengelolaan kebersihan menjadi bentuk pelayanan yang dirasakan langsung oleh
pedagang dan pembeli. Namun, pemungutan retribusi harus selalu diimbangi dengan
peningkatan kualitas pelayanan. Apabila pedagang membayar retribusi tetapi tidak
memperoleh layanan yang memadai, maka hubungan antara pemerintah dan
pedagang dapat menimbulkan ketidakpuasan.

Dengan demikian, peran dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang
dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang telah memiliki dasar hukum yang jelas dan
telah dilaksanakan dalam beberapa bentuk, yaitu pembangunan sarana, penataan los,
pemberian surat keterangan, pemungutan retribusi, sosialisasi, dan pengelolaan
kebersihan. Akan tetapi, pelaksanaan kewenangan tersebut masih perlu diperkuat agar
tidak berhenti pada aspek fisik dan administratif semata. Dalam menghadapi dampak
e-commerce, pemerintah daerah perlu memperluas makna pengelolaan pasar dari
sekadar mengatur tempat berdagang menjadi strategi pemberdayaan ekonomi
pedagang pasar agar mampu bertahan dan beradaptasi dengan perubahan

perdagangan digital.
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B. Bagaimana Peran dan Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang
Dalam Menangani Dampak E-Commerce Terhadap Pasar Sentral Pinrang

Sebagai Wujud Pelaksanaan Otonomi Daerah Efektivitas

Efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pasar Sentral
Pinrang dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab
persoalan nyata yang dialami pedagang. Berdasarkan hasil wawancara, dampak e-
commerce terhadap pedagang Pasar Sentral Pinrang sangat dirasakan dalam beberapa
bentuk. Dampak tersebut meliputi penurunan penjualan, berkurangnya jumlah
pembeli, sepinya pasar pada hari-hari biasa, perubahan pola belanja masyarakat,
melemahnya daya saing pedagang pasar, dan belum adanya bantuan atau
pendampingan khusus dari pemerintah.

Dampak pertama adalah penurunan penjualan pedagang. H. Yusuf sebagai
salah satu pedagang Pasar Sentral Pinrang menyatakan bahwa penjualan mengalami
penurunan secara drastis, bahkan disebutkan mencapai sekitar 80 persen sejak masa
Covid hingga sekarang. Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi pedagang bukan
terletak pada bangunan pasar karena fasilitas pasar dianggap sudah cukup baik,
melainkan pada maraknya penjualan online yang membuat pembeli berkurang.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik pasar saja belum cukup untuk
menjawab persoalan yang dihadapi pedagang. Pedagang membutuhkan kebijakan
yang lebih menyentuh aspek ekonomi, terutama strategi untuk menghadapi
persaingan dengan sistem penjualan online.

Dampak kedua adalah berkurangnya jumlah pembeli yang datang langsung ke
pasar. Perkembangan e-commerce membuat masyarakat lebih mudah membeli barang
melalui aplikasi atau media sosial tanpa harus datang ke pasar. Kondisi ini
menyebabkan pedagang pasar kehilangan sebagian pembeli, terutama pembeli yang
sebelumnya datang langsung untuk membeli kebutuhan harian atau barang tertentu.

Dalam konteks ini, e-commerce mengubah pola konsumsi masyarakat dari transaksi
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langsung menjadi transaksi digital. Akibatnya, pasar tradisional tidak lagi menjadi
satu-satunya pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan belanja.

Dampak ketiga adalah pasar menjadi sepi pada hari-hari biasa. Keterangan Bu
Ani dan Herlina menunjukkan bahwa sejak maraknya belanja online, suasana pasar
menjadi sangat sepi, terutama pada hari biasa. Pedagang menyampaikan bahwa pasar
hanya ramai pada waktu-waktu tertentu, misalnya menjelang lebaran. Hal ini
menunjukkan bahwa aktivitas Pasar Sentral Pinrang mulai bergantung pada
momentum tertentu, bukan lagi ramai secara stabil setiap hari. Jika kondisi ini terus
berlangsung, maka pasar tradisional berpotensi kehilangan pembeli tetap dan hanya
menjadi pusat belanja musiman.

Dampak keempat adalah melemahnya daya saing pedagang tradisional.
Pedagang pasar berhadapan dengan toko onl/ine yang menawarkan kemudahan
belanja, variasi barang, potongan harga, layanan pengantaran, dan promosi digital.
Sementara itu, sebagian pedagang Pasar Sentral Pinrang masih menjalankan pola
perdagangan konvensional dan belum memiliki kemampuan memanfaatkan media
digital untuk promosi atau penjualan. Kondisi ini membuat pedagang pasar berada
pada posisi yang kurang menguntungkan. Mereka tidak hanya bersaing dalam hal
harga, tetapi juga bersaing dalam hal kemudahan akses dan kenyamanan layanan
yang ditawarkan oleh e-commerce.

Dampak kelima adalah belum adanya bantuan, solusi, atau pendampingan
khusus yang dirasakan pedagang. H. Yusuf menyampaikan bahwa tidak ada bantuan
dari pemerintah terkait persoalan penurunan penjualan akibat online, tidak ada saran,
tidak ada ide, dan tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi. Keterangan serupa juga
disampaikan oleh Bu Ani dan Herlina yang menyatakan bahwa bantuan tidak pernah
ada, sosialisasi tidak pernah dilakukan, dan pedagang tidak pernah dilibatkan. Hal ini
menunjukkan adanya jarak antara kebijakan yang dijalankan pemerintah dan
kebutuhan nyata pedagang di lapangan. Pemerintah daerah telah menjalankan
pengelolaan dasar pasar, tetapi kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan

sebagai solusi terhadap dampak e-commerce.
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Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa persoalan e-commerce bukan
hanya persoalan teknologi, tetapi juga persoalan keberlangsungan ekonomi pedagang
pasar tradisional. Dalam perspektif efektivitas hukum, suatu kebijakan dapat
dikatakan efektif apabila substansi aturannya jelas, pelaksananya bekerja dengan
baik, fasilitas pendukung tersedia, dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan
merasakan manfaatnya. Dalam konteks pengelolaan Pasar Sentral Pinrang,
pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum dan telah menjalankan beberapa
kebijakan dasar seperti pembangunan sarana, penataan los, surat keterangan,
kebersihan, dan retribusi. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih perlu
diuji ketika dihadapkan pada persoalan e-commerce yang secara langsung
mempengaruhi pendapatan pedagang.

Dalam pperspektif efektivitas hukum, keberhasilan suatu kebijakan tidak
hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan secara formal, tetapi juga oleh sejauh
mana peraturan tersebut dapat dilaksanakan dan memberikan dampak nyata bagi
masyarakat. Suatu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila substansi hukumnya
dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan berbagai penafsiran, serta memuat
pembagian kewenangan, hak, kewajiban, dan prosedur pelaksanaan yang dapat
dipahami oleh seluruh pihak. Kejelasan substansi hukum penting agar aparat
pelaksana memiliki pedoman yang pasti dalam menjalankan tugasnya dan masyarakat
mengetahui hak serta kewajiban yang harus dipenuhi. Selain kejelasan aturan,
efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kinerja aparat atau lembaga yang
bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Pelaksana kebijakan harus
memiliki  kompetensi, komitmen, konsistensi, serta kemampuan dalam
menerjemahkan ketentuan hukum ke dalam tindakan nyata. Peraturan yang baik tidak
akan memberikan hasil yang optimal apabila pelaksananya tidak bekerja secara aktif,

tidak melakukan pengawasan, tidak memberikan pembinaan, atau tidak

8 Andi Rachmat A D Y Ullang, “Efektivitas Peraturan Pungutan Desa Sebagai Pendapatan
Asli Desa= Effectiveness Of Village Levies Regulations On Village Original Revenue” (Universitas
Hasanuddin Makassar, 2025).
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menindaklanjuti keluhan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas dan kesungguhan
aparat pelaksana menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan tercapai atau
tidaknya tujuan suatu kebijakan.

Ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung juga menjadi bagian yang tidak
dapat dipisahkan dari efektivitas hukum. Suatu kebijakan membutuhkan dukungan
berupa anggaran, sumber daya manusia, sistem administrasi, infrastruktur, serta
fasilitas pelayanan yang memadai. Ketidaktersediaan fasilitas dapat menghambat
pelaksanaan peraturan meskipun substansi hukumnya telah dirumuskan dengan baik.
Dalam pengelolaan pasar, fasilitas tersebut dapat berupa los dan kios yang layak,
tempat pembuangan sampah, saluran air, area parkir, sarana keamanan, papan
informasi, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh pedagang dan
masyarakat. Efektivitas suatu kebijakan juga harus dilihat dari respons dan
pengalaman masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran pengaturan. Masyarakat
tidak hanya dituntut untuk mematuhi kewajiban yang ditetapkan, tetapi juga harus
memperoleh manfaat dan perlindungan dari penerapan kebijakan tersebut. Tingkat
kepatuhan masyarakat akan sulit terbentuk apabila kebijakan hanya memberikan
beban tanpa diimbangi pelayanan yang layak. Oleh karena itu, manfaat yang
dirasakan masyarakat merupakan indikator penting untuk menilai apakah suatu aturan
benar-benar bekerja atau hanya berlaku secara administratif. Dalam konteks
pengelolaan Pasar Sentral Pinrang, efektivitas hukum dapat dinilai dari kejelasan
aturan mengenai retribusi, penempatan los, pemeliharaan fasilitas, kebersihan,
ketertiban, dan perlindungan pedagang. Efektivitas tersebut juga ditentukan oleh
kemampuan pemerintah daerah dan pengelola pasar dalam melaksanakan aturan
secara konsisten, transparan, dan tidak diskriminatif. Pemerintah daerah tidak cukup
hanya menerbitkan ketentuan atau melakukan pemungutan retribusi, tetapi juga harus

memastikan bahwa fasilitas pasar tersedia, pelayanan administrasi berjalan dengan

% ULLANG.
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baik, keluhan pedagang ditindaklanjuti, serta persoalan ekonomi yang mereka hadapi
memperoleh perhatian.

Dalam konteks pengelolaan Pasar Sentral Pinrang, pemerintah daerah telah
memiliki dasar hukum dan telah menjalankan beberapa kebijakan dasar seperti
pembangunan sarana, penataan los, surat keterangan, kebersihan, dan retribusi.
Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih perlu diuji ketika dihadapkan
pada persoalan e-commerce yang secara langsung mempengaruhi pendapatan
pedagang.

Pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang menyadari adanya dampak e-
commerce terhadap pedagang pasar. Dalam wawancara, narasumber menyatakan
bahwa perdagangan online perlu dijalankan dengan etika dan perlu disinergikan
dengan pedagang offline. Narasumber menjelaskan:

“Kita selaku pemerintah daerah harus memberikan semacam penyampaian
kepada pedagang online bahwa dalam memasarkan dagangan itu harus ada
etika-etikanya. Sebenarnya itu sangat mendukung pelaku-pelaku usaha,
tetapi ada juga yang harus dibatasi untuk bersinergi dengan pedagang
offline.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memandang e-

commerce bukan semata-mata sebagai ancaman, tetapi juga sebagai perkembangan
perdagangan yang perlu diatur agar tetap beretika dan tidak mematikan pedagang
offline. Pandangan ini penting karena pemerintah daerah tidak mungkin menolak
perkembangan perdagangan digital. Akan tetapi, pernyataan tersebut masih
menunjukkan arah kebijakan yang bersifat umum. Belum tampak adanya program
teknis yang secara khusus membantu pedagang pasar agar dapat memanfaatkan
teknologi digital dalam pemasaran produk mereka.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan pedagang menunjukkan bahwa dampak
e-commerce terhadap aktivitas jual beli di Pasar Sentral Pinrang tidak berdiri sendiri,
tetapi juga berkaitan dengan kondisi pengelolaan pasar. H. Yusuf, salah seorang

pedagang, menyampaikan bahwa penjualan mengalami penurunan karena masyarakat
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semakin banyak beralih ke belanja online, sementara kondisi pasar juga belum
sepenuhnya mampu menarik minat pembeli, terutama generasi muda. la menyatakan:

“Sekarang penjualan memang jauh menurun sejak banyak orang belanja
online. Pembeli yang datang langsung ke pasar tidak seramai dulu, banyak
yang lebih memilih belanja lewat handphone karena dianggap lebih mudah,
cepat, dan banyak pilihan harga.”

Pernyataan H. Yusuf menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi pedagang

Pasar Sentral Pinrang tidak hanya disebabkan oleh berkembangnya e-commerce,
tetapi juga oleh belum optimalnya pengelolaan pasar sebagai ruang ekonomi
tradisional. Pergeseran pola belanja masyarakat ke sistem online menyebabkan
jumlah pembeli yang datang langsung ke pasar semakin berkurang. Kondisi ini
semakin diperkuat oleh keadaan pasar yang belum sepenuhnya tertata dan nyaman,
sehingga menurunkan minat masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berbelanja
secara langsung. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah tidak cukup hanya
diarahkan pada pembangunan fisik pasar, tetapi juga perlu mencakup peningkatan
kebersihan, kenyamanan, penataan ruang dagang, serta pendampingan pedagang agar
mampu beradaptasi dengan perkembangan perdagangan digital.

H. Yusuf juga menyampaikan bahwa pedagang belum merasakan adanya
pendampingan atau bantuan yang secara khusus berkaitan dengan penurunan
penjualan akibat on/ine. Ia menyatakan:

“Tidak ada bantuan dari pemerintah soal itu. Tidak ada saran. Tidak ada
pendatang begitu. Tidak ada ide-ide atau apa. Tentang sosialisasi, tidak
pernah dilibatkan. Biasanya kalau ada penyampaian dari perindustrian pasti
ada, tapi sekarang ini tidak pernah.”

Keterangan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara kebijakan yang

disampaikan oleh pemerintah dan pengalaman yang dirasakan oleh pedagang.
Pemerintah menyebut telah melakukan sosialisasi, penataan, dan pembangunan
sarana, tetapi sebagian pedagang merasa belum pernah dilibatkan secara langsung
dalam sosialisasi atau bantuan terkait penurunan penjualan. Perbedaan ini penting

dianalisis karena efektivitas kebijakan tidak hanya dilihat dari apa yang dilakukan
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pemerintah, tetapi juga dari apakah kebijakan tersebut sampai dan dirasakan
manfaatnya oleh pedagang.

Keterangan yang senada juga diperoleh dari Bu Ani dan Herlina sebagai
pedagang Pasar Sentral Pinrang. Keduanya menunjukkan bahwa pasar menjadi sepi
sejak berkembangnya sistem belanja online. Dalam wawancara, bu Ani
menyampaikan:

“Semenjak ada online, penjualan turun sekali. Sepi sekali. Hari-hari tertentu
saja ramai, misalnya mau lebaran. Kalau hari biasa sepi sekali. Bantuan tidak
pernah. Sosialisasi tidak pernah. Tidak pernah dilibatkan.”
Sedangkan Herlina menyampaikan:
“Tempat pembuangan sampah sebenarnya sudah disediakan dan sudah
dibangun, tetapi wadah atau bak untuk menampung sampah belum tersedia.
Akibatnya, masyarakat atau pedagang hanya meletakkan sampah begitu saja
di tempat tersebut.”
Keterangan Bu Ani dan Herlina memperkuat temuan bahwa dampak e-

commerce dirasakan langsung oleh pedagang pasar dalam bentuk penurunan jumlah
pembeli dan sepinya aktivitas pasar pada hari biasa. Pedagang masih melihat
keramaian hanya pada momentum tertentu seperti menjelang lebaran. Kondisi ini
menunjukkan bahwa Pasar Sentral Pinrang masih memiliki fungsi ekonomi, tetapi
daya tariknya semakin melemah dalam aktivitas harian. Jika tidak ada kebijakan
adaptif, maka pasar hanya akan ramai pada waktu-waktu tertentu dan semakin
kehilangan pembeli tetap.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kebijakan pemerintah daerah dapat
dinilai cukup berjalan dalam aspek pengelolaan dasar pasar, seperti penataan tempat,
pembangunan sarana, kebersihan, dan retribusi. Namun, kebijakan tersebut belum
sepenuhnya efektif dalam menjawab dampak e-commerce. Hal ini terlihat dari
pengakuan pedagang yang masih merasakan penurunan penjualan, tidak adanya
bantuan khusus, serta belum adanya pelibatan yang kuat dalam sosialisasi atau
program pemberdayaan digital. Dengan demikian, efektivitas kebijakan pemerintah
daerah masih bersifat parsial, yaitu efektif pada sisi administratif dan sarana, tetapi

belum optimal pada sisi pemberdayaan ekonomi pedagang.
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Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu mengembangkan kebijakan yang lebih
adaptif terhadap perubahan perdagangan digital. Pasar Sentral Pinrang tidak cukup
hanya dibenahi secara fisik, tetapi juga perlu diarahkan menjadi pasar yang mampu
bersaing melalui model hybrid, yaitu menggabungkan transaksi langsung dengan
promosi dan layanan digital. Pedagang dapat diberi pelatihan penggunaan media
sosial, pembuatan katalog produk, pelayanan berbasis pesan singkat, pembayaran
non-tunai, dan strategi menjaga loyalitas pelanggan. Jika langkah tersebut dilakukan
secara terencana, e-commerce tidak hanya menjadi ancaman, tetapi juga dapat

menjadi peluang untuk memperluas jangkauan pasar tradisional.

C. Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Pinrang Dalam menangani
Dampak E-Commerce Terhadap Pasar Sentral Pinrang Ditinjau Berdasarkan

Konsep Al-Hisbah

Al-Hisbah merupakan konsep pengawasan publik dalam Islam yang
berlandaskan pada prinsip amar ma‘ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada
perbuatan yang baik serta mencegah segala bentuk penyimpangan dan kemungkaran
dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan
moral dan keagamaan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap aktivitas sosial
dan ekonomi yang berhubungan langsung dengan kepentingan umum. Dalam bidang
ekonomi, Al-Hisbah berfungsi untuk memastikan agar seluruh kegiatan perdagangan
dan transaksi di pasar dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan,
keterbukaan, ketertiban, serta tidak mengandung unsur penipuan, kecurangan,
monopoli, penimbunan, maupun tindakan lain yang dapat merugikan masyarakat.
Pelaksanaan Al-Hisbah pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan
antara kepentingan pedagang, konsumen, dan pemerintah sehingga aktivitas ekonomi
dapat berjalan secara sehat dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak. Pasar
sebagai ruang publik menjadi salah satu objek penting dalam penerapan konsep Al-
Hisbah karena di dalamnya terjadi berbagai interaksi ekonomi yang berpotensi

menimbulkan ketidakadilan, pelanggaran hak konsumen, ketidaktertiban, dan praktik
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perdagangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, keberadaan
lembaga atau pihak yang menjalankan fungsi pengawasan sangat diperlukan untuk
menjamin keteraturan, keamanan, kebersihan, kenyamanan, serta perlindungan
terhadap hak-hak masyarakat dalam kegiatan perdagangan. Dalam konteks
pengelolaan Pasar Sentral Pinrang, konsep Al-Hisbah dapat dijadikan sebagai
landasan analisis untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah menjalankan fungsi
pengawasan dan perlindungan terhadap aktivitas pasar. Pemerintah daerah melalui
instansi yang berwenang dapat diposisikan sebagai pihak yang menjalankan fungsi
muhtasib dalam sistem pemerintahan modern, yaitu mengawasi kegiatan
perdagangan, menjaga ketertiban pasar, menyediakan sarana dan prasarana yang
memadai, mencegah praktik yang merugikan, serta memastikan adanya keadilan bagi
pedagang dan konsumen. Dengan demikian, pengelolaan Pasar Sentral Pinrang tidak
hanya dipahami sebagai kegiatan administratif dan pelayanan publik, tetapi juga
sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan,
keadilan ekonomi, dan perlindungan kepentingan masyarakat sesuai dengan nilai-
nilai Al-Hisbah.®’

Dasar nilai Al-Hisbah dapat dilihat dalam QS. Ali Imran/3:104 yang
memerintahkan adanya kelompok yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada

yang ma‘ruf, dan mencegah kemungkaran. Allah swt. berfirman:
O ARl 2 sl Rl e &3 oy saally (5 aly il ) &2 441 s (&5

Artinya : “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada
kebajikan, menyeruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.
Mereka itulahorang-orang yang beruntung”.

Ayat tersebut memberikan landasan normatif bahwa dalam kehidupan
bermasyarakat perlu terdapat suatu kelompok, lembaga, atau pihak yang menjalankan

fungsi pengawasan, pembinaan, serta pencegahan terhadap berbagai bentuk

67 Ayu Rosita Anggraini, “Konsep Al-Hisbah Dalam Hukum Bisnis Persaingan Usaha Di Indonesia,”
Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah 17, no. 1 (2025): 13-20.
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penyimpangan. Fungsi tersebut merupakan perwujudan dari prinsip amar ma‘ruf nahi
munkar yang bertujuan menjaga kehidupan sosial agar tetap berjalan sesuai dengan
nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan. Pengawasan dalam konteks ini tidak
hanya berhubungan dengan persoalan ibadah dan moral individu, tetapi juga
mencakup aktivitas sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi kepentingan
masyarakat secara luas. Dalam konteks penyelenggaraan negara modern, fungsi
pengawasan tersebut tidak lagi dilaksanakan oleh seorang muhtasib secara individual
sebagaimana dalam sistem pemerintahan Islam klasik, tetapi telah dilembagakan
melalui kewenangan pemerintah beserta perangkatnya. Pemerintah daerah, khususnya
melalui instansi yang membidangi perdagangan dan pengelolaan pasar, dapat
dipahami sebagai pihak yang menjalankan fungsi Al-Hisbah dalam bentuk yang lebih
modern dan administratif. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun
kebijakan, melakukan pengawasan, memberikan pembinaan kepada pedagang,
menertibkan penggunaan fasilitas pasar, serta mencegah praktik perdagangan yang
dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, tanggung
jawab pemerintah daerah dalam mengelola pasar tidak hanya terbatas pada
pemungutan retribusi, pendataan pedagang, pemberian izin, dan penempatan lokasi
usaha. Pemerintah daerah juga berkewajiban memastikan agar pasar menjadi ruang
ekonomi yang tertib, aman, bersih, nyaman, adil, dan mampu memberikan manfaat
bagi masyarakat. Kewajiban tersebut meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang
memadai, pengawasan terhadap ketertiban pedagang, perlindungan hak konsumen,
pencegahan kecurangan, pemeliharaan kebersihan, serta pemberian pelayanan yang
adil kepada seluruh pengguna pasar.

Nilai amanah dan keadilan dalam pengelolaan pasar juga sejalan dengan QS.
An-Nisa/4:58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak
dan keputusan ditetapkan secara adil. Allah swt. berfirman:

) B g oo 4 &) O3 152835 o I 35 s 135 elal 0 sl 1,555 of s 81 )
| s Grae (K
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,
hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

Ayat tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan pengelolaan Pasar Sentral
Pinrang karena pemerintah daerah memegang amanah dan tanggung jawab untuk
mengatur fasilitas publik serta melindungi kepentingan pedagang, konsumen, dan
masyarakat secara keseluruhan. Amanah tersebut tidak hanya dipahami sebagai
kewenangan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga
sebagai tanggung jawab moral untuk mengelola pasar secara adil, transparan, tertib,
dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam perspektif Al-Hisbah, setiap kewenangan
yang berkaitan dengan kepentingan umum harus dilaksanakan secara bertanggung
jawab dan tidak boleh digunakan hanya untuk memperoleh manfaat administratif
maupun pendapatan bagi pemerintah daerah. Pengelolaan retribusi, penyediaan dan
penataan los, penerbitan surat keterangan atau bukti hak penggunaan tempat
berdagang, pemeliharaan kebersihan, pengaturan ketertiban, serta pembangunan dan
perbaikan sarana pasar merupakan bagian dari amanah publik yang harus
dilaksanakan secara adil. Retribusi yang dipungut dari pedagang pada dasarnya harus
diimbangi dengan pelayanan dan fasilitas yang layak. Artinya, pedagang yang telah
memenuhi kewajibannya berhak memperoleh tempat berdagang yang jelas, fasilitas
yang memadai, lingkungan yang bersih dan aman, serta kepastian dalam menjalankan
kegiatan usahanya. Pengelolaan retribusi tidak seharusnya berhenti pada kegiatan
pemungutan, tetapi harus diarahkan kembali untuk mendukung perbaikan pelayanan
dan keberlangsungan aktivitas ekonomi di pasar. Penyediaan los dan penerbitan surat
keterangan juga harus dilakukan secara transparan, tertib, dan tidak diskriminatif.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembagian tempat berdagang tidak
dilakukan berdasarkan kedekatan, kepentingan tertentu, atau perlakuan yang tidak
adil. Setiap pedagang seharusnya memperoleh kejelasan mengenai status penggunaan
los, besaran retribusi, hak dan kewajiban, serta prosedur administrasi yang harus

dipenuhi. Kejelasan tersebut penting untuk mencegah konflik antarpedagang,
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penguasaan fasilitas secara tidak sah, pungutan yang tidak sesuai ketentuan, serta
ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan hasil wawancara, fungsi A/-Hisbah telah tampak
dalam beberapa kebijakan pemerintah daerah, seperti penataan los, pemberian surat
keterangan, pengelolaan kebersihan, pemungutan retribusi, dan sosialisasi. Kebijakan
tersebut sejalan dengan fungsi hisbah sebagai pengawasan terhadap ketertiban pasar.
Pihak Dinas Perdagangan menjelaskan bahwa pemerintah melakukan sosialisasi
kepada pedagang agar penataan pasar tidak berantakan, menyediakan nomor los agar
pedagang mengetahui tempatnya masing-masing, dan melakukan pengelolaan
kebersihan setelah aktivitas jual beli selesai. Dalam perspektif Al-Hisbah, langkah-
langkah tersebut dapat dipandang sebagai bentuk amar ma‘ruf karena mendorong
keteraturan dan kebaikan dalam aktivitas pasar.

Namun demikian, pelaksanaan fungsi Al-Hisbah dalam pengelolaan Pasar
Sentral Pinrang tidak cukup hanya dinilai dari adanya penataan tempat berdagang,
pemeliharaan kebersihan, pemungutan retribusi, maupun pembangunan sarana fisik
pasar. Al-Hisbah memiliki cakupan yang lebih luas karena menuntut terwujudnya
kemaslahatan, keadilan ekonomi, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang
berada dalam posisi rentan. Dalam konteks pasar tradisional, pedagang kecil
merupakan kelompok yang perlu memperoleh perhatian dan perlindungan karena
keberlangsungan usahanya sangat bergantung pada jumlah pengunjung, daya beli
masyarakat, perubahan pola konsumsi, serta kemampuan mereka beradaptasi dengan
perkembangan teknologi perdagangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa
persoalan yang dihadapi pedagang Pasar Sentral Pinrang tidak hanya berkaitan
dengan kondisi fisik pasar, tetapi juga menyangkut menurunnya aktivitas ekonomi
akibat perubahan pola belanja masyarakat menuju perdagangan berbasis digital.
Kehadiran e-commerce telah memberikan kemudahan kepada konsumen dalam
memperoleh barang tanpa harus datang secara langsung ke pasar. Perubahan tersebut
berdampak pada berkurangnya jumlah pembeli, menurunnya omzet pedagang, dan

semakin lemahnya daya saing pedagang pasar tradisional. Kondisi ini menunjukkan
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bahwa tantangan pengelolaan pasar tidak lagi terbatas pada persoalan kebersihan,
fasilitas, dan ketertiban, tetapi telah berkembang menjadi persoalan perlindungan dan
keberlanjutan ekonomi pedagang di tengah transformasi perdagangan digital. Hal
tersebut tergambar dari keterangan H. Yusuf yang menyatakan bahwa persoalan
utama yang dirasakan pedagang bukan semata-mata berkaitan dengan bangunan
pasar, melainkan menurunnya penjualan akibat berkembangnya sistem belanja online.
Menurutnya, keberadaan perdagangan online telah menyebabkan jumlah pembeli
yang datang ke pasar semakin berkurang. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa
pembangunan atau perbaikan sarana fisik pasar belum tentu dapat menyelesaikan
persoalan pedagang apabila tidak disertai dengan kebijakan yang dapat membantu
meningkatkan daya saing, memperluas pemasaran, dan mempertahankan
keberlangsungan usaha mereka. Hal tersebut tergambar dari keterangan H. Yusuf
yang menyatakan bahwa persoalan utama yang dirasakan pedagang bukan semata-
mata berkaitan dengan bangunan pasar, melainkan menurunnya penjualan akibat
berkembangnya sistem belanja online. Menurutnya, keberadaan perdagangan online
telah menyebabkan jumlah pembeli yang datang ke pasar semakin berkurang.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan atau perbaikan sarana fisik
pasar belum tentu dapat menyelesaikan persoalan pedagang apabila tidak disertai
dengan kebijakan yang dapat membantu meningkatkan daya saing, memperluas
pemasaran, dan mempertahankan keberlangsungan usaha mereka. Keterangan serupa
disampaikan oleh Bu Ani dan Herlina yang menjelaskan bahwa Pasar Sentral Pinrang
menjadi sepi pada hari-hari biasa dan hanya mengalami peningkatan pengunjung
pada waktu-waktu tertentu, seperti menjelang hari raya. Keduanya juga
mengungkapkan bahwa pedagang belum pernah memperoleh bantuan, sosialisasi,
pendampingan, maupun solusi yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung
dalam menghadapi penurunan penjualan. Temuan ini memperlihatkan adanya
kesenjangan antara perubahan persoalan yang dihadapi pedagang dan bentuk

pengelolaan pasar yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pedagang tidak hanya
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membutuhkan tempat berdagang, tetapi juga memerlukan pembinaan dan strategi
adaptasi agar mampu bertahan di tengah perubahan perilaku konsumen.

Dalam perspektif A/-Hisbah, keadaan tersebut menuntut pemerintah daerah
untuk tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan yang bersifat administratif dan
fisik, tetapi juga melakukan pembinaan serta perlindungan ekonomi. Pemerintah
daerah perlu memahami bahwa menjaga kemaslahatan pasar berarti menjaga
keberlangsungan kegiatan ekonomi para pedagang yang menggantungkan kehidupan
keluarganya pada aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, fungsi muhtasib modern
seharusnya diwujudkan melalui pendataan persoalan pedagang, pemberian pelatihan
pemasaran digital, pendampingan penggunaan e-commerce, Ppromosi pasar
tradisional, penguatan kelembagaan pedagang, serta penyediaan akses terhadap
program bantuan dan pengembangan usaha. Pendampingan digital menjadi penting
karena e-commerce tidak seharusnya hanya dipandang sebagai ancaman bagi pasar
tradisional, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperluas
jangkauan pemasaran pedagang. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pedagang
untuk memasarkan barang secara daring, menggunakan media sosial, memanfaatkan
layanan pembayaran digital, dan mengembangkan sistem perdagangan yang
menggabungkan pelayanan langsung dengan pemasaran digital. Melalui langkah
tersebut, pedagang tidak dibiarkan menghadapi perubahan ekonomi secara sendiri-
sendiri, tetapi memperoleh dukungan untuk meningkatkan kapasitas dan
menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi 4/-Hisbah dalam pengelolaan
Pasar Sentral Pinrang telah berjalan pada aspek ketertiban administratif, tetapi belum
optimal pada aspek pemberdayaan dan perlindungan ekonomi. Padahal, dalam konsep
Al-Hisbah, pemerintah sebagai pemegang otoritas harus menjaga keseimbangan pasar
dan melindungi kemaslahatan masyarakat. Ketika pedagang pasar tradisional
mengalami penurunan pembeli akibat perubahan sistem perdagangan, pemerintah
daerah perlu hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembina dan

pelindung ekonomi rakyat.
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Dalam konteks e-commerce, penerapan Al-Hisbah tidak berarti membatasi
perdagangan digital secara sewenang-wenang. E-commerce tetap dapat dipandang
sebagai perkembangan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat. Namun,
pemerintah daerah perlu memastikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan
ketimpangan yang semakin melemahkan pedagang kecil di pasar tradisional. Prinsip
Al-Hisbah menuntut adanya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan
perlindungan terhadap pelaku ekonomi lokal. Oleh karena itu, kebijakan yang ideal
adalah menciptakan sinergi antara pedagang offline dan perdagangan online,
sebagaimana juga disampaikan oleh pihak Dinas Perdagangan.

Berdasarkan analisis tersebut, konsep A/-Hisbah memberi landasan etis bahwa
pengelolaan Pasar Sentral Pinrang harus diarahkan pada keadilan, ketertiban, amanah,
dan kemaslahatan. Pemerintah daerah telah menjalankan sebagian fungsi tersebut
melalui penataan, kebersihan, retribusi, dan pembangunan sarana. Akan tetapi,
implementasi nilai A/-Hisbah masih perlu diperkuat melalui pembinaan pedagang,
transparansi pelayanan, partisipasi pedagang, serta program adaptasi digital. Dengan
demikian, Al-Hisbah dapat menjadi kerangka nilai untuk mendorong pengelolaan
pasar yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga adil dan memberi

manfaat bagi keberlangsungan ekonomi pedagang pasar.

Dalam konteks ketatanegaraan modern, fungsi A/-Hisbah dapat dipahami
secara fungsional melalui peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Perdagangan,
sebagai lembaga yang menjalankan pengawasan terhadap aktivitas pasar. Meskipun
Dinas Perdagangan bukan lembaga Al-Hisbah dalam pengertian klasik, secara
substansial peran yang dijalankannya memiliki kesamaan dengan fungsi muhtasib,
yaitu mengawasi ketertiban pasar, memastikan keadilan dalam transaksi, menjaga
kebersihan dan kenyamanan pasar, serta mencegah praktik yang merugikan pedagang
maupun masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat diposisikan sebagai

pelaksana fungsi hisbah dalam sistem pemerintahan modern, terutama ketika
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menjalankan tugas pembinaan, pengawasan, dan perlindungan terhadap pedagang

pasar tradisional.

Dalam tradisi Islam, muhtasib memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar
kegiatan ekonomi berjalan secara adil, tertib, jujur, dan tidak merugikan masyarakat.
Fungsi tersebut sejalan dengan kewajiban pemerintah daerah dalam mengelola pasar
rakyat sebagai bagian dari pelayanan publik dan perlindungan ekonomi masyarakat
kecil. Oleh karena itu, ketika Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang melakukan
penataan los, pemungutan retribusi, pengawasan kebersihan, pengaturan tempat
berdagang, dan pembinaan pedagang, maka tindakan tersebut dapat dipahami sebagai

bentuk pelaksanaan nilai-nilai A/-Hisbah dalam konteks pemerintahan daerah.

Namun, fungsi pemerintah daerah sebagai muhtasib modern belum dapat
dikatakan optimal apabila hanya berhenti pada aspek administratif dan fisik pasar.
Dalam menghadapi dampak e-commerce, peran muhtasib tidak cukup hanya
mengawasi ketertiban pasar, tetapi juga harus memastikan adanya perlindungan
terhadap pedagang yang terdampak perubahan pola perdagangan. Artinya, Dinas
Perdagangan tidak hanya bertugas menjaga keteraturan pasar, tetapi juga perlu hadir
sebagai pelindung dan pemberdaya pedagang agar mereka tidak terpinggirkan oleh

perkembangan perdagangan digital.

Dengan demikian, konsep Al-Hisbah memperkuat argumentasi bahwa
pengelolaan Pasar Sentral Pinrang bukan hanya persoalan administratif pemerintahan
daerah, tetapi juga memiliki dimensi etis dan keadilan ekonomi dalam perspektif
hukum Islam. Pemerintah daerah, melalui Dinas Perdagangan, idealnya menjalankan
fungsi muhtasib modern dengan memastikan pasar tetap tertib, adil, bersih,
transparan, dan mampu memberi kemaslahatan bagi pedagang serta masyarakat.
Apabila fungsi ini dijalankan secara maksimal, maka pengelolaan pasar tidak hanya

berorientasi pada retribusi dan penataan fisik, tetapi juga pada perlindungan ekonomi,
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pemberdayaan pedagang, serta terciptanya keseimbangan antara pasar tradisional dan

perkembangan e-commerce.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Pemerintah Daerah

dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang dari dampak e-commerce, maka dapat

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemerintah Kabupaten Pinrang memiliki dasar kewenangan dalam pengelolaan
Pasar Sentral Pinrang sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Dasar
kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, serta Peraturan
Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. Dalam pelaksanaannya, peran pemerintah daerah terlihat
melalui pembangunan sarana pasar, penataan los, pemberian surat keterangan
tempat berdagang, pemungutan retribusi, sosialisasi, dan pengelolaan kebersihan.
Namun, peran tersebut masih perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat fisik dan
administratif, tetapi juga menyentuh pemberdayaan ekonomi pedagang.
2. Efektivitas penerapan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Pasar
Sentral Pinrang dari dampak e-commerce belum berjalan secara optimal.
Kebijakan pemerintah cukup terlihat pada aspek pengelolaan dasar pasar, seperti
pembangunan sarana, retribusi, kebersihan, penataan tempat, dan nomor los.
Akan tetapi, hasil wawancara dengan pedagang menunjukkan bahwa dampak e-
commerce masih sangat dirasakan dalam bentuk penurunan penjualan,
berkurangnya pembeli, dan sepinya pasar pada hari-hari biasa. Pedagang juga
belum merasakan adanya bantuan, solusi, atau pendampingan khusus yang secara
langsung menjawab persoalan penurunan penjualan akibat perdagangan online.

Dengan demikian, efektivitas kebijakan pemerintah daerah masih bersifat parsial,
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yaitu cukup berjalan pada aspek administratif, tetapi belum optimal pada aspek
perlindungan dan pemberdayaan pedagang dari dampak e-commerce.

3. Berdasarkan konsep Al-Hisbah, pengelolaan Pasar Sentral Pinrang harus
diarahkan pada nilai amar ma‘ruf nahi munkar, keadilan, amanah, ketertiban, dan
kemaslahatan. Ayat-ayat Al-Qur’an seperti QS. Ali Imran/3:104, QS. Al-
Mutaffifin/83:1-3, dan QS. An-Nisa/4:58 menegaskan pentingnya pengawasan,
kejujuran, dan keadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pemerintah daerah
telah menjalankan sebagian nilai Al-Hisbah melalui penataan pasar, kebersihan,
retribusi, dan pengawasan. Namun, fungsi Al-Hisbah belum sepenuhnya optimal
karena pedagang masih membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan yang

lebih nyata dalam menghadapi perubahan pola perdagangan akibat e-commerce.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai

berikut:
1. Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu menyusun kebijakan yang lebih khusus
dan terarah dalam menghadapi dampak e-commerce terhadap Pasar Sentral
Pinrang. Kebijakan tersebut tidak cukup hanya berupa pembangunan sarana fisik,
tetapi juga perlu mencakup program pelatihan pemasaran digital, pendampingan
penggunaan media sosial, katalog produk pasar, pembayaran non-tunai, dan
promosi bersama bagi pedagang pasar. Pemerintah daerah perlu memastikan
bahwa pemungutan retribusi pasar diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan.
Retribusi yang dibayarkan pedagang harus terlihat manfaatnya melalui
kebersihan, keamanan, perbaikan fasilitas, penataan parkir, drainase, sanitasi, dan
kenyamanan pengunjung. Hal ini penting agar hubungan antara pemerintah dan
pedagang mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan
sebagaimana nilai dalam Al-Hisbah.
2. Dinas Perdagangan dan pengelola pasar perlu meningkatkan sosialisasi dan

pelibatan pedagang dalam setiap kebijakan pengelolaan pasar. Sosialisasi
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sebaiknya tidak hanya berupa penyampaian aturan, tetapi juga menjadi forum
dialog agar pedagang dapat menyampaikan kebutuhan, keluhan, dan usulan.
Dengan cara tersebut, kebijakan yang dibuat akan lebih sesuai dengan persoalan
nyata yang dihadapi pedagang.

3. Pedagang Pasar Sentral Pinrang diharapkan mulai meningkatkan kemampuan
adaptasi terhadap perubahan pola belanja masyarakat. Pedagang dapat
memanfaatkan media sosial, memperbaiki pelayanan, menjaga kualitas barang,
dan membangun komunikasi yang baik dengan pembeli. Adaptasi ini penting
agar pasar tradisional tetap memiliki daya saing di tengah perkembangan e-

commerce.
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Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Pertanyaan untuk Dinas Perdagangan Kab. Pinrang

1.

1.

Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menghadapi dampak sistem penjualan
online?

Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing pasar tradisional?
Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan pasar?

Apa saja kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam melindungi dan
memberdayakan Pasar Sentral Pinrang?

Apakah sudah terdapat instrument yang daerah yang mengatur terkait pengelolaan

pasar rakyat?

Pertanyaan untuk Pedagang

Apakah Anda merasakan penurunan jumlah pembeli sejak maraknya belanja
online?

Apakah Anda pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah dalam
menghadapi masalah saat ini?

Bagaimana pendapat Anda terhadap kondisi fasilitas pasar saat ini?

Menurut anda, Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk membantu
pedagang?

Apakah Anda pernah dilibatkan dalam sosialisasi atau pelatihan dari pemerintah?
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